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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruflatin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
x 
 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
xi 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
xii 
 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
xiii 
 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Agung Satria Putra, NIM: 152131002, “SANKSI PERCOBAAN 
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SENGAJA PERSPEKTIF KITAB 
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA DAN SYARI’AH 
PENAL CODE ORDER BRUNEI DARUSSALAM”. Penelitian ini membahas 
tentang sanksi percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Syari’ah Penal Code Order 2013 
Brunei Darussalam. Percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja/berencana 
merupakan kejahatan yang diatur dalam KUHP Indonesia maupun Syari’ah Penal 
Code Order Brunei Darussalam. Fokus masalah yang diangkat dalam penelitian 
ini adalah bagaimana sanksi percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja dalam 
KUHP Indonesia dan Syari’ah Penal Code Order Brunei Darussalam. Dan juga 
persamaan dan perbedaan sanksi percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja 
menurut kedua aturan hukum tersebut.  
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi 
percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja dalam KUHP Indonesia dan 
Syari’ah Penal Code Order Brunei Darussalam. Dan juga persamaan dan 
perbedaan sanksi percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja  dalam kedua 
aturan hukum tersebut. Sedangkan untuk metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode komparatif deskriptif dengan cara membandingkan kedua 
sanksi hukum dan juga mendeskripsikannya. Penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif, yang dilakukan dengan melihat referensi buku-buku dan aturan hukum 
baik itu KUHP Indonesia maupun Syari’ah Penal Code Order Brunei Darussalam  
Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa percobaan tindak pidana 
pembunuhan sengaja merupakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 340 jo Pasal 
53 KUHP Indonesia. Sedangkan dalam Syari’ah Penal Code Order diatur dalam 
Pasal 137. Kedua aturan hukum tersebut memiliki sanksi yang jelas dimana 
percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja akan dikenakan sanksi pidana 
penjara dan atau denda sebagai bentuk hukuman. Dan persamaan dari kedua 
hukum tersebut yaitu percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja sama sama 
diatur dan memiliki sanksi sebagai legalitas. Sanksi keduanya dengan jenis pidana 
yang sama dan sama-sama hukuman yang sifatnya terbatas. Sedangkan dalam 
perbedaan kedua hukum tersebut menggunakan dasar hukum yang berbeda terkait 
percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja dan alternatif hukuman yang 
berbeda, serta kuantitas sanksi yang akan dijatuhkan berbeda baik jumlah dan 
macamnya.   
Kata Kunci: Sanksi, Percobaan, dan Pembunuhan. 
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ABSTRACT 
 
Agung Satria Putra, NIM: 152131002, “SANCTIONS OF ATTEMPTED 
CRIMINAL ACTION OF DELIBERETE MURDER IN THE PERSPECTIVE 
INDONESIAN CRIMINAL CODE AND BRUNEI DARUSSALAM SYARI’AH 
PENAL CODE ORDER”. This study discusses the sanctions of attempted 
criminal acts of deliberete murder according to the Indonesian Criminal Code and 
Brunei Darussalam Syari’ah Penal Code Order 2013. Attempted criminal acts of 
deliberete/premeditated murder constitute crimes regulated in the Indonesian 
Criminal Code and Brunei Darussalam Syari’ah Penal Code Order. The focus of 
the problem raised in this study is how the sanctions for attempted criminal act of 
deliberete murder have been carried out in the Indonesian Criminal Code and the 
Brunei Darussalam Syari’ah Penal Code Order. And also the similarities and 
differences in the sanctions for attempted criminal acts of deliberete murder 
according to the two legal rules. 
The purpose of this study was to find out how the sanctions for attempted 
criminal acts of deliberete murder in the Indonesian Criminal Code and Brunei 
Darussalam Syari’ah Penal Code Order. And also the similarities and differences 
in the trial sanctions for attempted criminal acts of deliberete murder in both legal 
rules. Whereas the method used in this study is a descriptive comparative method 
by comparing the two legal sanctions and also describing them. This research is 
qualitative research, which is carried out by looking at references to books and 
legal rules, both the Indonesian Criminal Code and the Brunei Darussalam 
Syari’ah Penal Code Order. 
The results of the study show that the attempted criminal acts of deliberete 
murder is a crime stipulated in Article 340 in conjunction with Article 53 of the 
Indonesian Criminal Code. Whereas in  the Brunei Darussalam Syari’ah Penal 
Code Order is regulated in Article 137. Both of these legal rules have clear 
sanctions where attempted crimes of deliberete murder will be subject to 
imprisonment and / or fines as a form of punishment. And the similarities of the 
two laws, namely the trial of criminal acts of deliberete murder are equally 
regulated and have sanctions as legality. Sanctions are both with the same type of 
punishment and the same limited  punishment. Whereas the differences in the two 
laws use different legal bases related to the attempted criminal acts of deliberete 
murder and different punishment alternatives, as well as the quantity of sanctions 
to be imposed is different in terms of number and type. 
Keywords: Sanction, Attempt, and Murder. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat semakin 
hari kian berkembang. Berbagai macam cara dilakukan oleh pelaku 
kejahatan agar aksinya berhasil dan mendapat keuntungan dari 
perbuatannya. Berbagai motif tindak pidana merupakan awal dari 
mengapa para pelaku kejahatan melakukan tindak pidana, baik motif 
ekonomi, kesenjangan sosial, kecemburuan sosial, balas dendam dan lain 
sebagainya.  Peran aparat penegak hukum dalam hal ini sangat diperlukan, 
untuk menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat sipil. Maka 
setiap kejahatan pasti akan mendapatkan sanksi yang telah diatur di dalam 
peraturan perundang-undangan. 
Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh 
negara ditentang dengan sadar. Dari definisi yang formil sudah terlihat 
bahwa tentangan tersebut berupa hukuman.1 
Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku percobaan pembunuhan 
dalam upaya menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu tindak 
pidana yang tidak bisa diterima dan dimaafkan, baik oleh pihak korban 
maupun oleh orang lain. Karena setiap warga negara memiliki hak hidup 
yang dilindungi negara. Setiap negara mengatur mengenai percobaan 
                                                          
1 Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, terj. Koesnoen, (Jakarta: PT Pembangunan, 
1995), hlm. 21. 
2 
 
melakukan tindak pidana dan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa 
dalam peraturan perundang-undangan pidana masing-masing negara 
sebagai dasar dalam mengadili perkara pidana yang ada. Maka dari itu 
tindak pidana tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan 
merupakan dosa besar yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.  
Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai 
sanksi percobaan tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum 
pidana Indonesia dan dalam hukum pidana Brunei Darussalam sebagai 
perbandingan hukum dalam ilmu hukum dan ilmu syari>’ah jina >yah. Maka 
di dalam hukum pidana Indonesia diatur mengenai percobaan melakukan 
tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
buku kesatu Bab IV tentang aturan umum pasal 53 dan 54 dan juga tindak 
pidana pembunuhan diatur dalam buku kedua Bab XIX tentang kejahatan 
terhadap nyawa dari pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP. 
Sedangkan di dalam hukum pidana Brunei Darussalam diatur mengenai 
percobaan melakukan pembunuhan berencana (qatlul’amd) dalam Syariah 
Penal Code Order 2013 pasal 137. 
Ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bahwa 
hukum pidana yang berlaku sekarang di Indonesia (mulai 1946) ialah 
hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret Tahun 1942 dengan 
berbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan 
negara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan nama Wetboek van 
Strafrecht voor Nederlandsch Indie diubah menjadi Wetboek van 
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Strafrecht yang dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP).2  
Syari’ah Penal Code Order 2013 ditetapkan oleh Sultan Brunei 
Darussalam. Brunei Darussalam merupakan satu-satunya negara Islam 
yang menerapkan syari>’at Islam secara menyeluruh dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegaranya di level Asia Tenggara. Pemberlakuan 
syari>’at Islam ini dianggap sebagai sebuah prestasi besar untuk menaati 
perintah Allah.3  
Syari’ah Penal Code Order Brunei Darussalam atau yang dalam 
bahasa Bruneinya disebut sebagai Kanun Hukuman Jenayah Syaria’ah 
2013 adalah undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana menurut 
menurut syari>’ah. Undang-undang ini ditetapkan sebagai upaya 
pencegahan terhadap kejahatan-kejahatan yang dapat muncul di 
masyarakat. Disamping itu Kanun ini juga dimaksudkan untuk mendidik 
dan memulihkan narapidana demi melindungi hak-hak dan kepentingan 
masyarakat umum serta memastikan keamanan dan kesejahteraan 
masyarakat tersebut.4 
Percobaan yang dalam bahasa Belanda disebut “poging”, menurut 
doktrin adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai, tetapi belum selesai 
                                                          
2 Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.21. 
3 Octoberrinsyah, Kanun Jenayah Syari’ah Brunei Darussalam 2013 dan Relevansinya 
dengan Delik Agama dalam RUU KUHP Indonesia, Jurnal Asy-Syir’ah Vol.51, No.1, Juni 2017, 
(Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 96. 
4 Ibid., hlm.105. 
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atau belum sempurna.5 Tindak pidana percobaan memiliki unsur-unsur, 
baik niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu 
bukan semata-mata karena kehendak sendiri. Pidana tambahan bagi 
percobaan sama dengan kejahatan selesai. 
Dalam Islam, Hukuman atau Sanksi atau juga disebut ‘uqu>bah, 
yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar 
ketentuan Syara>’ yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk 
kemaslahatan manusia.6 
Sedangkan dalam hukum pidana positif pidana dan tindakan 
(maatregel) merupakan sanksi, atau balasan atas tindak pidana yang 
dilakukan. Jenis pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana 
tambahan.7 
Percobaan tindak pidana adalah tidak selesainya perbuatan pidana 
karena adanya faktor eksternal, namun si pelaku ada niat dan adanya 
permulaan perbuatan pidana.8 Dalam Hukum Pidana Islam istilah 
percobaan dengan pengertian teknis yuridis tidak dikenal, melainkan 
pemisahan antara jari>mah yang telah selesai dengan jari>mah yang belum 
selesai. 
                                                          
5 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 151. 
6 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), 
hlm.111. 
7 Andi Hamzah, Asas Asas ..., hlm. 182-183. 
8 Makhrus Munajat, Hukum Pidana ..., hlm.41. 
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Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menyebabkan 
hilangnya nyawa. Sedangkan pembunuhan berencana dalam hukum Islam 
dikenal sebagai pembunuhan sengaja dengan unsur, pelaku adalah 
mukalla>f dan berakal, adanya niat dan rencana untuk membunuh, korban 
adalah orang yang dilindungi darahnya, alat yang digunakan pada 
umumnya dapat mematikan.9 
Pembunuhan sengaja/berencana merupakan kejahatan merampas 
nyawa manusia lain atau membunuh, setelah melakukan perencanaan 
mengenai waktu atau cara, dengan tujuan memastikan keberhasilan tindak 
pidana pembunuhan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya 
merupakan jenis pembunuhan yang paling serius dan pelakunya dapat 
dijatuhi sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup.10  
Hukum itu adalah suatu kenyataan keadilan. Berhubungan dengan 
itu maka kejahatan sebagai suatu tidak keadilan merupakan tantangan 
terhadap hukum. Oleh karena itu suatu tidak keadilan harus dilenyapkan 
dengan cara melenyapkannya juga harus dengan suatu tidak keadilan  
yaitu dengan memberikan suatu penderitaan kepada orang yang 
menimbulkan suatu tidak keadilan tadi.11 
Aturan hukum dalam pidana Islam, mengenai larangan membunuh 
diatur dalam Al Qur’an surat Al Isra ayat 33:  
                                                          
9 Makhrus Munajat, Hukum Pidana ..., hlm.170. 
10 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 20. 
11 C.S.T Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1984), hlm. 270. 
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 َّلاىإ َُّللَّٱ َمَّرَح ىتَِّلٱ َسْفَّ نلٱ ْاوُل ُتْق َت َلاَو  ىب َلٱ ُق نَمَو ى ق َق َف ًاموُلْظَم َل
ىت ْد ىهى ي
ىلَوىل اَنْلَعَج 
 ْنَم َناَك ُهَّنىإ ىلْتَقْلٱ ىفِ فىرْسُي َلاَف ًناَاطْلُس ُص ًارو ﴿٣٣﴾ 
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuh) nya melainkan dengan alasan yang benar”.12 
Pembunuhan sengaja/berencana atau moord merupakan salah satu 
bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam pasal 340 KUHP. 
Delik pembunuhan berencana merupakan  delik yang berdiri sendiri 
sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 
KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana 
merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam pasal 338 KUHP, 
kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. 
Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana 
diatur dalam pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari 
pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.13 
Hukum Pidana Islam tidak konsentrasi membahas delik percobaan, 
tetapi lebih menekankan pada jari>mah yang telah selesai dan belum 
selesai. Hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak tidak membicarakan isi 
teori tentang percobaan. Pertama, percobaan melakukan jari>mah tidak 
dikenakan hukuman h}ad atau qis}a>s}, melainkan dengan hukuman ta’zi >r. 
Kedua, dengan adanya aturan-aturan yang mencakup dari Syara>’ tentang 
hukuman jari>mah ta’zi >r, maka aturan-aturan khusus tidak perlu diadakan, 
                                                          
12 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: PT.Karya Toha 
Semarang, 2002), Al Isra: 33. 
13 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2013), hlm. 82. 
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sebab hukuman ta’zi >r dijatuhkan atas setiap perbuatan ma’siat (kesalahan) 
yang tidak dikenakan hukuman h}ad atau kifarat.14 Hal inilah yang menurut 
penulis menarik untuk diteliti dimana Hukum Pidana Islam tidak 
konsentrasi dalam membahas delik percobaan, terutama percobaan tindak 
pidana (jari>mah) pembunuhan sengaja/berencana yang tidak ada aturan-
aturan khusus mengenai percobaan tindak pidana pembunuhan 
sengaja/berencana, sehingga perlu menggali ketentuan dari aturan-aturan 
jari>mah ta’zi >r untuk menetapkan sanksi atau ‘uqu >bah percobaan tindak 
pidana pembunuhan sengaja/berencana. Maka dari itu penulis tertarik 
untuk meneliti sanksi tersebut dalam Syari’ah Penal Code Order Brunei 
Darussalam sebagai dasar untuk mengkaji dan menetapkan sanksi 
(‘uqu>bah) percobaan tindak pidana pembunuhan berencana (qatlul’amd) 
dimana aturan dalam tersebut mencakup ketentuan hukuman ta’zi >r 
kemudian membandingkannya dengan hukum pidana Indonesia mengenai 
percobaan tindak pidana pembunuhan berencana dalam KUHP sebagai 
dasar memutuskan sanksi percobaan tindak pidana pembunuhan 
sengaja/berencana. 
Dalam hal ini terdapat perbedaan dan persamaan yang mungkin 
ada antara sanksi percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja/berencana 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan dalam 
Syari’ah Penal Code Order Brunei Darussalam. Hal tersebut yang 
menurut penulis perlu untuk diteliti dan dikaji serta membandingkan 
                                                          
14 Makhrus Munajat, Hukum Pidana ..., hlm.41-42. 
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sanksi percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja/berencana dari dua 
kacamata hukum yang berbeda. Karena keduanya memiliki aturannya 
masing-masing dalam ketentuan sanksi percobaan tindak pidana 
pembunuhan berencana. Pentingnya penelitian ini secara teori dapat 
berguna dalam kebaruan pengembangan kajian studi hukum Islam yang 
dinamis sesuai perkembangan zaman, sedangkan secara praktis pentingnya 
penelitian ini sebagai sarana pembangunan hukum nasional, yang salah 
satu sumber hukum nasional adalah hukum agama.  
Maka dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji serta 
membandingkan sanksi percobaan tindak pidana pembunuhan berencana 
dalam skripsi yang berjudul “SANKSI PERCOBAAN TINDAK PIDANA 
PEMBUNUHAN SENGAJA PERSPEKTIF KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA DAN SYARI’AH PENAL 
CODE ORDER BRUNEI DARUSSALAM”. 
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana sanksi percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja 
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan 
Syari’ah Penal Code Order Brunei Darussalam? 
2. Apa persamaan dan perbedaan sanksi percobaan tindak pidana 
pembunuhan sengaja menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Indonesia dan Syari’ah Penal Code Order Brunei Darussalam beserta 
analisis hukumnya? 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui sanksi percobaan tindak pidana pembunuhan 
sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan 
Syari’ah Penal Code Order Brunei Darussalam. 
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sanksi percobaan tindak 
pidana pembunuhan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Indonesia dan Syari’ah Penal Code Order Brunei Darussalam. 
D. Manfaat Penelitian 
Secara teori, manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah 
memberikan pemahaman tentang percobaan tindak pidana pembunuhan 
sengaja dan juga memberikan penjelasan mendalam status kedudukan 
hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam mengenai 
kesinambungan dan perbedaan bentuk sanksi percobaan tindak pidana 
pembunuhan sengaja/berencana. 
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Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan kontribusi bagi 
praktisi hukum maupun pemerintah dalam penyelesaian perkara pidana 
serta acuan dalam pembangunan hukum Nasional, pada pembentukan 
peraturan perundang-undangan dimasa yang akan datang dalam upaya 
menangani perkara-perkara pidana kususnya pada perkara percobaan 
tindak pidana pembunuhan sengaja/berencana. 
E. Kerangka Teori 
Hukuman atau Sanksi atau juga disebut dengan ‘uqu>bah, yaitu 
bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar 
ketentuan Syara> yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan 
manusia. Tujuan dari hukuman dalam syari’at Islam merupakan realisasi 
dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan 
jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta 
perlindungan terhadap hak-hak korban. Pemidanaan dimaksudkan untuk 
mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau 
kemadaratan.15 
Hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, 
hal ini dapat diperinci sebagai berikut: 
1. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang 
lainnya empat macam: 
a. Hukuman pokok, yaitu yaitu hukuman yang diterapkan secara 
definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang 
                                                          
15 Makhrus Munajat, Hukum Pidana ..., hlm.111. 
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telah ditentukan oleh nas. Dalam fiqh jinayat hukuman ini disebut 
sebagai jari>mah h}udu>d. 
b. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai 
pengganti, karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan 
alasan yang syah. Seperti qis}a>s} diganti dengan diyat, dan diyat 
diganti dengan dimaafkan. 
c. Hukuman tambahan, yaitu suatu hukuman yang menyertai 
hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri, misalnya 
bagi pelaku qazf, hak persaksian hilang, dan bagi pembunuh, hak 
pewarisan hilang. 
d. Hukuman Pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok dengan 
melalui keputusan hakim tersendiri, misalnya pencuri, selain di 
potong tangan juga diberi tambahan dengan dikalungkan tangan 
dilehernya.16  
2. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutus perkara, 
maka ada dua macam yaitu: 
a. Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang 
ditetapkan secara pasti oleh nash, artinya tidak ada batas tertinggi 
dan terendah. Contoh hukum dera bagi pezina 100 kali atau 
hukuman dera bagi penuduh zina delapan puluh kali. 
b. Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih.17 
                                                          
16 Ibid., hlm.116. 
17 Ibid. 
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3. Dari segi obyeknya hukuman dapat dibagi menjadi tiga kelompok. 
a. Hukuman Jasmani, seperti potong tangan, rajam jilid 
b. Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dengan 
teguran. 
c. Hukuman benda, ganti rugi, diyat, dan penyitaan harta.18 
Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, pidana dan tindakan 
(maatregel) merupakan sanksi, atau balasan atas tindak pidana yang 
dilakukan. Jenis pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana 
tambahan.19 
Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini 
berlaku juga bagi delik di yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan 
undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini 
dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana itu ialah:  
a. Pidana Pokok 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Pidana kurungan 
4. Pidana denda 
5. Pidana tutupan  
b. Pidana Tambahan 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
                                                          
18 Ibid. 
19 Andi Hamzah, Asas-Asas ..., hlm. 182-183. 
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2. Perampasan barang-barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim 
Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang 
menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak 
pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap 
yang melakukannya.20 
Tindak Pidana atau strafbaar feit secara harfiah dapat 
diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di 
hukum”. Secara teoritis menurut Pompe yaitu suatu pelanggaran norma 
(gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak 
sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman 
terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum 
dan terjaminnya kepentingan umum.21  
Pengertian jina>yah dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan 
istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha> sering juga 
menggunakan jina>yah atau jari>mah. Istilah jari>mah mempunyai kandungan 
arti yang sama dengan istilah jina>yah, baik dari segi bahasa maupun dari 
segi istilah. Dari segi bahasa jari>mah merupakan kata jadian (masdar) 
                                                          
20 Zaianal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 
hlm.103. 
21 PAF Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di 
Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.179-180. 
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dengan kata asal jarama yang artinya berbuat salah, sehingga jari>mah 
mempunyai arti perbuatan salah.22 
Ulama fiqh membagi jari>mah dilihat dari berat ringannya hukuman 
ada tiga jenis, yaitu h}udu>d, qis}a>s} diyat, dan ta’zi >r. Jari>mah H>}udu>d yaitu 
perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya 
ditentukan oleh nas, yaitu hukuman h}ad (Hak Allah). Hukuman h}ad yang 
di maksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa 
dihapuskan perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang 
mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa yang masuk kategori 
dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu (a) zina, (b) qazf, (c) pencurian, (d) 
perampokan atau penyamunan (hirabah), (e) pemberontakan (al-baghy), 
(f) minum minuman keras, dan (g) riddah (murtad).23  
Jari>mah Qis}a>s} Diyat yakni perbuatan yang diancam dengan 
hukuman qis}a>s} dan diyat. Baik hukuman qis}a>s} maupun diyat merupakan 
hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan 
tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban atau walinya), ini 
berbeda dengan hukuman h}ad yang menjadi hak Allah semata. Hukum 
qis}a>s} diyat penerapannya ada beberapa kemungkinann, seperti hukum 
qis}a>s} bisa berubah menjadi diyat, hukuman diyat bisa dimaafkan dan 
apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus. Yang termasuk dalam 
kategori jari>mah qis}a>s} diyat: (a) pembunuhan sengaja (al-qatl-al-amd), (b) 
                                                          
22 Makhrus Munajat, Hukum Pidana ..., hlm.3. 
23 Ibid., hlm.12. 
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pembunuhan semi sengaja (al-qatl sibh al-amd), (c) pembunuhan keliru 
(al-qatl-al-khata’), (d) penganiayaan sengaja (al-jarh-al-amd), (e) 
penganiayaan salah (al-jarh-al-khata’).24 
Jari>mah Ta’zi >r,  yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jari>mah 
yang dancam dengan hukuman ta’zi >r, baik yang jenis larangannya 
ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah 
atau hak perorangan, hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. 
Hukuman ta’zi >r ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya tidak 
menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada 
hakim (penguasa). Dengan demikian syar’i mendelegasikan kepada hakim 
untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jari>mah.25  
Percobaan tindak pidana adalah tidak selesainya perbuatan pidana 
karena adanya faktor eksternal, namun si pelaku ada niat dan adanya 
permulaan perbuatan pidana.26 Dalam Hukum Pidana Islam istilah 
percobaan dengan pengertian teknis yuridis tidak dikenal, melainkan 
pemisahan antara jari>mah yang telah selesai dengan jari>mah yang belum 
selesai. Hal ini tidak berarti bahwa tidak dibahas isi teori percobaan 
sebagaimana yang akan terlihat nanti. Tidak ada perhatian secara khusus 
terhadap jari>mah percobaan disebabkan karena dua hal: 
                                                          
24 Ibid., hlm.13. 
25 Ibid., hlm.14. 
26 Ibid., hlm.41. 
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Pertama, percobaan melakukan jari>mah tidak dikenakan hukuman 
h}ad atau qis}a>s}, melainkan dengan hukuman ta’zi >r, bagaimanapun juga 
macamnya jari>mah itu. Kedua, dengan adanya aturan aturan yang 
mencakup dari Syara>’ tentang hukuman jarimah ta’zi >r, maka aturan-aturan 
khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukuman ta’zi >r 
dijatuhkan atas setiap perbuatan ma’siat (kesalahan) yang tidak dikenakan 
hukuman h}ad atau kifarat. Dengan perkataan lain, setiap perbuatan yang 
dianggap percobaan atau permulaan jahat dianggap ma’siat dan dapat 
dijatuhi hukuman ta’zi >r.27 
Sedangkan ta’zi >r adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas 
perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara>’. 
Jadi dengan demikian ta’zi >r suatu jarimah yang hukumannya diserahkan 
kepada hakim atau penguasa.28 
Sesuai dengan pendirian Syara>’, maka pada peristiwa 
penganiayaan dengan maksud untuk membunuh, apabila penganiayaan itu 
berakibat kematian, maka perbuatan itu dianggap penganiayaan saja 
dengan hukumannya yang khusus. Akan tetapi kalau pembuat kehendak 
membunuh korbannya kemudian tidak mengenai sasarannya maka 
perbuatan itu disebut ma’siat, dan hukumannya adalah ta’zi >r.29 
                                                          
27 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Bulan Bintang: Jakarta, 1967), 
hlm.134-135. 
28 Makhrus Munajat, Hukum Pidana ..., hlm.178. 
29 Ibid., hlm.44. 
17 
 
Penerapan Syari’ah Penal Code Order 2013 dilaksanakan secara 
bertahap. Pelaksanaan undang-undang dibuat dengan sangat berhati-hati 
dan teliti khususnya untuk memberi peluang kepada masyarakat agar 
memahami lebih mendalam mengenai kandungan dalam hikmah atau 
manfaat dibalik kesalahan-kesalahan (tindak pidana) yang telah 
ditetapkan.30 Dalam hal ini dalam kanun tersebut mencakup pula jari>mah 
ta’zi >r dimana percobaan tindak pidana pembunuhan berencana telah diatur 
secara khusus dimana dalam nash dan hadist belum mengatur secara 
khusus kadar sanksi didalamnya. 
Dalam Syari’ah Penal Code Order, 2013 percobaan tindak pidana 
pembunuhan berencana (qatlul’amd) diatur dalam Pasal 137.31 
“Any person who attempts to commit qatlul-‘amd or attempts to 
cause the commision of qatlul-‘amd is quilty of an offence and 
shall be liable on conviction to a fine not exceeding $40,000, 
imprisonment for a term not exceeding 10 years or both.”  
 
Artinya: 
 
“Setiap orang yang mencoba melakukan qatlul-‘amd atau berusaha 
menyebabkan komisi qatlul-‘amd bersalah atas pelanggaran dan 
akan dikenakan hukuman dengan denda tidak melebihi $40.000, 
penjara dengan hukuman tidak lebih dari 10 tahun atau keduanya.” 
 
Menurut aturan Syari’at Islam, untuk jari>mah-jari>mah yang selesai 
tidak boleh dipersamakan dengan jarimah-jarimah yang tidak selesai 
(percobaan). 32 Aturan tersebut berdasarkan hadist Nabi s.a.w. :33 
                                                          
30 Octoberrinsyah, Kanun Jenayah .., hlm. 96. 
31 Kerajaan Negara Brunei Darussalam, Syari’ah Penal Code Order 2013, di unduh dari 
www.agc.gov.bn diakses 1 April 2019, hlm. 1727. 
32 Makhrus Munajat, Hukum Pidana ..., hlm. 51. 
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 َلاْمىإ ، ُّيىمَلُّسلا ىنَْحَّْرلا ىدْبَع ُوَبأ اَن َث َّدَح ًء  َو , ىرْصَن ُوَبأ َق , َةَداَت َق ُنْب  ىلَع انث :َلاا ُنْب ُّي
 ىالله ُدْبَع انث ،ٍليىقَع ىنْب ىدَّمَُمُ ىنْب ىلْضَفْلا ْب ُن  َُمُ ىنْب ىدَّم َنا ََبْخَأَو ح ،َةَي ىج ٍرْكَب ُوَبأ َنا
 ُّ ىناَه َبْصَْلْا ىثىرَاْلا ىنْب ىدَّمَُمُ ُنْب ُدَْحَْأا  ىقَفْلأبنأ , ُهي  ُنْب ىدَّمَُمُ ُوَبأ ُنْبا انث ،َناَّيَح 
انث ،َةَي ىجَنا ث ،ُّي ىحَبْصَْلْا ٍْيَْصُح ُنْب ُدَّمَُمُ ان ُع ُرَم  ٍ ي
ىلَع ُنْب ، ُّيىمَّدَقُمْلا ث ،ٌرَعْسىم ان
لا ىنَع ،ىنَْحَّْرلا ىدْبَع ىنْب ىديىلَوْلا ىهىلاَخ ْنَع ُّناَمْع ىشَب ىنْب ىن َق :َلَاق اَذَك ،ٍير ىالله ُلوُسَر َلا
:َمَّلَسَو ىهْيَلَع ُالله ىَّلَص  َبَرَض ْنَم " "  ىر ىفَِواَو ىَةيااَه َبْصَْلْ " : ى ىن َغَل َب ْنَم َحا ًّد  ىْيرَغ ىفِ
 اَذَه ُظوُفْحَمْلاَو " َنيىدَتْعُمْلا َن ىم َوُه َف  ٍدَحا َْل ُثيىد ٌلَسْرُم   )١٧٥٨٤( 
 “Dari Abu Abd al-Rahman al-Sulami, dan Abu Nasr ibn Qatada 
berkata:  Dari Ali bin al-Fadl bin Muhammad bin Aqil, Abdullah 
bin Muhammad bin Najia, dan Abu Bakar Ahmad bin Muhammad 
bin Harits al-Asbahani Faqih, Abu Muhammad ibn Hayyan, Ibn 
Najia, Thana Muhammad ibn Husain al-Asbahi, 'Umar bin Ali al-
Muqaddami, Dari Khalih Al-Waleed ibn' Abd al-Rahman, Dari  al-
Nu'man ibn Bashiir berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Siapa 
yang mencapai hukuman h}ad bukan pada jari>mah h}udu>d (yang 
lengkap) maka dia termasuk orang yang menyeleweng.” (HR.Al-
Bayhaqi) (No.17584) 
Percobaan yang dalam bahasa Belanda disebut “poging” , menurut 
doktrin adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai, tetapi belum selesai 
atau belum sempurna. Sudah barang tentu walaupun KUHP telah 
merumuskan berbagai jenis kejahatan dan mengancam dengan pidana 
untuk masing-masing, hukum pidana tidak mengambil risiko agar 
kejahatan terjadi sepenuhnya, atau akibatnya KUHP juga mengancam 
perbuatan yang baru merupakan permulaan agar dapat dicegah terjadinya 
korban.34 
                                                                                                                                                               
33 Abu Bakr al-Bayhaqi>, M. Abdul Qa>dir ‘Atha>  “Al-Sunan al-Kubra>”, Cet. Ke-3, Vol.8, 
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 576. 
34 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 151. 
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Menurut teori percobaan yang obyektif, percobaan tidak mampu 
yang dapat dipidana hanyalah dalam hal alat atau sarana yang relatif tidak 
mampu dan obyek yang relatif tidak mampu. Dalam hal adanya sifat relatif 
dari alat atau sarana dan obyek itu, telah ada kepentingan hukum yang 
dibahayakan. Dari sudut pandang teori percobaan subyektif, baik alat tidak 
mampu secara absolut dan relatif maupun obyek tidak mampu secara 
absolut dan relatif, pelakunya tetap dapat dipidana karena percobaan 
tindak pidana.35 
Unsur-unsur Percobaan dalam Pasal 53 KUHP mengandung unsur 
percobaan yaitu:36 
1. Adanya niat 
2. Adanya permulaan pelaksanaan  
3. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena  
kehendak sendiri. 
Berdasarkan unsur-unsur diatas maka terdapat aturan hukum 
mengenai percobaan melakukan tindak pidana dalam KUHP yang diatur 
dalam Pasal 53 yang berbunyi: 37 
(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah 
ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya 
pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya 
sendiri. 
                                                          
35 Astri C. Montolalu, “Tindak Pidana Percobaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana”, Jurnal Lex Crimen Vol. V, No.2, Februari, 2016, hlm. 76. 
36 Teguh Prasetyo, Hukum ..., hlm. 151. 
37 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Akasara, 2005), Bab 
IV Tentang Percobaan, hlm.25. 
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(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan 
dikurangi sepertiga.  
(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati, atau penjara seumur 
hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama limabelas tahun. 
(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. 
 
Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk 
dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Delik 
pembunuhan berencana merupakan  delik yang berdiri sendiri 
sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 
KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana 
merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam pasal 338 KUHP, 
kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. 
Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana 
diatur dalam pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari 
pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.38 
Aturan hukum dalam pidana Islam, mengenai larangan membunuh 
diatur dalam Al Qur’an surat Al Isra ayat 33:  
 ُتْق َت َلاَو َّلاىإ َُّللَّٱ َمَّرَح ىتَِّلٱ َسْفَّ نلٱ ْاوُل  ىب َلٱ ُق نَمَو ى ق َق َف ًاموُلْظَم َل
ىت ىهى ي
ىلَوىل اَنْلَعَج ْد
 ْنَم َناَك ُهَّنىإ ىلْتَقْلٱ ىفِ فىرْسُي َلاَف ًناَاطْلُس ُص ًارو ﴿٣٣﴾ 
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuh) nya melainkan dengan alasan yang benar”.39  
Pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai perbuatan manusia 
yang menyebabkan hilangnya nyawa. Sedangkan pembunuhan berencana 
dalam hukum Islam dikenal sebagai pembunuhan sengaja dengan unsur, 
                                                          
38 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap ..., hlm. 82. 
39 Departemen Agama RI, Al Qur’an ..., Al Isra: 33. 
21 
 
pelaku adalah mukalla>f dan berakal, adanya niat dan rencana untuk 
membunuh, korban adalah orang yang dilindungi darahnya, alat yang 
digunakan pada umumnya dapat mematikan.40 
Pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai perbuatan manusia 
yang menyebabkan hilangnya nyawa. Madzhab Maliki membagi 
pembunuhan menjadi dua macam, yakni pembunuhan sengaja dan 
pembunuhan tidak sengaja, sedangkan ulama Hanfiyah, Syafi’iyah dan 
Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu (1) 
pembunuhan sengaja (qatl al-‘amd), yaitu suatu perbuatan penganiayaan 
terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, (2) 
pembunuhan semi sengaja (qatl syibh al-‘amd), yaitu perbuatan 
penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk 
membunuhnya, tetapi mengakibatkan keatian; dan (3) pembunuhan karena 
kesalahan (qatl al-khata’), yaitu pembunuhan yang disebabkan salah 
dalam perbuatan, salah dalam maksud, dan kelalaian.41  
Ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan 
antara lain disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 178-179:42 
 َٰي ىدْبَعْلٱىب ُدْبَعْلٱَو ى ُرْل ىبِ ُُّرْلٱ ىَل ْ تَقْلٱ ىفِ ُصاَص
ىقْلٱ ُمُكْيَلَع َبىتُك ْاوُنَمآ َنيىذَّلٱ اَهُّ ي
 ٍناَسْحىىبِ ىهَْيلىإ ٌءآََدأَو ىفوُرْعَمْلٱىب ٌعاَبى تَٱف ٌءْيَش ىهي ىخَأ ْنىم ُهَل ىىفُع ْنَمَف ٰىَث ُْنلْٱىب ٰىَثُنلْٱَو
                                                          
40 Makhrus Munajat, Hukum Pidana ..., hlm.170. 
41 Ibid. 
42 Departemen Agama RI, Al Qur’an ..., Al Baqarah: 178-179. 
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 ى م ٌفيىفَْتَ َكىلٰذ ٌميىَلأ ٌباَذَع ُهَل َف َكىلٰذ َدْع َب ٰىَدَتْعٱ ىنَمَف ٌةَْحَْرَو ْمُكى بَّر ن﴿١٧٨﴾ 
 َنوُقَّ ت َت ْمُكَّلَعَل ىباَبَْللْٱ ىلُِوٰي ٌةاَيَح ىصاَصىقْلٱ ىفِ ْمُكَلَو ﴿١٧٩﴾ 
“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisash dalam 
pembunuhan, merdeka dengan merdeka, budak dengan budak dan 
wanita dengan wanita, barang siapa dimaafkan atas qisash oleh 
saudaranya, maka hendaklah ia mengikuti kebaikan dengan cara 
membayar diyat dengan cara yang baik, yang demikian itu 
keringanan dari Allah dan rahmat dan barang siapa yang 
melampaui batas setelah itu maka siksa Allah amat pedih. Bagimu 
ada hukum ada hukum qisash untuk kelangsungan hidup bagi orang 
yang berakal supaya menjadi orang yang bertaqwa.” 
 
Pembunuhan berencana merupakan kejahatan merampas nyawa 
manusia lain atau membunuh, setelah melakukan perencanaan mengenai 
waktu atau cara, dengan tujuan memastikan keberhasilan tindak pidana 
pembunuhan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan 
jenis pembunuhan yang paling serius dan pelakunya dapat dijatuhi sanksi 
pidana mati atau penjara seumur hidup.43 Pembunuhan berencana dalam 
KUHP diatur dalam Pasal 340 yang berbunyi: 
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan 
rencana, dengan pidana mati  atau pidana penjara seumur hidup, 
atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”44 
Dari uraian diatas, maka dalam hal ini unsur-unsur percobaan 
pembunuhan berencana yaitu adanya niat, percobaan tertunda atau terhenti 
atau tidak lengkap, percobaan tidak mampu, adanya permulaan 
pelaksanaan, serta tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata 
                                                          
43 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 20. 
44 Moeljatno, Kitab Undang-Undang ..., Bab XIX Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, 
hlm.123. 
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karena kehendak sendiri. Sedangkan bentuk pokok dari kejahatan nyawa 
yaitu adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan 
nyawa seseorang dengan sengaja berencana. Sengaja berencana yaitu 
maksud atau niatan membunuh direncanakan terlebih dahulu. 
Merencanakannya dalam keadaan tenang dan melaksanakan dalam 
keadaan tenang pula. 
F. Tinjauan Pustaka 
Dalam penulisan judul yang penulis angkat “Sanksi Percobaan 
Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Perspektif Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana Indonesia dan Syari’ah Penal Code Order Brunei 
Darussalam” belum pernah diangkat dalam judul skripsi di Institut Agama 
Islam Negeri Surakarta. Maka peneliti menggali informasi dari penelitian-
penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan baik mengenai 
kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu peneliti juga 
menggali informasi dari skripsi dan jurnal dalam rangka mendapatkan 
suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan 
judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Penelitian-
penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut: 
1. Penelitian skripsi yang berjudul Pembunuhan berencana dan 
Sanksinya Studi Komparatif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. 
Penelitian yang dilakukan oleh Heri Kuswanto Abbas. Dalam 
penelitian ini karena jenis penelitian dan tema yang diangkat hampir 
sama dengan penelitian ini. Dimana dalam judul penelitian ini 
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terfokus pada perbandingan hukum tindak pidana pembunuhan 
berencana dan sanksinya. Namun khususnya bukan terkait dengan 
perbandingan sanksi percobaan tindak pidana pembunuhan 
sengaja/berencana.45 
2. Penelitian skripsi yang berjudul Studi Putusan Pengadilan Negeri 
Kabupaten Madiun Terhadap Kasus Pidana Percobaan Pembunuhan 
Oleh Ayah Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan 
Hukum Pidana Islam. Penelitian yang dilakukan Sandi Pahlevi 
Mohamad. Pada penelitian ini terfokus pada putusan Pengadilan 
Negeri Kabupaten Madiun terhadap tindak pidana percobaan 
pembunuhan perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana 
Islam. Namun khususnya bukan pada perbandingan sanksi percobaan 
tindak pidana pembunuhan sengaja/berencana dalam KUHP dan 
Syari’ah Penal Code Order, melainkan fokus pada putusan pengadilan 
tersebut.46  
3. Penelitian Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus 
Pembunuhan Berencana yang Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus 
Putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS). Penelitian yang dilakukan 
oleh Dian Kurniawan. Pada penelitian ini fokus membahas bagaimana 
                                                          
45 Heri Kuswanto Abbas, “Pembunuhan Berencana dan Sanksinya Studi Komparatif 
Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan 
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm.ii. 
46 Sandi Pahlevi Mohamad, “Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun 
terhadap kasus pidana percobaan pembunuhan oleh ayah kandung Dalam Perspektif Hukum 
Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan 
Ampel Surabaya, Surabaya, 2012, hlm.ii. 
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tinjauan yuridis pembunuhan berencana disertai pemerkosaan. 
Dimana dalam judul penelitian ini terfokus pada putusan pengadilan 
terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan berencana yang 
disertai pemerkosaan. Namun khususnya bukan terkait dengan sanksi 
percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja/berencana.47 
Dari ke tiga judul penelitian skripsi diatas, tidak ada yang sama 
persis yang membahas tentang Sanksi Percobaan Tindak Pidana  
Pembunuhan Sengaja Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Indonesia dan Syari’ah Penal Code Order Brunei Darussalam seperti 
yang diteliti oleh penulis saat ini. Melainkan terfokus pada pokok 
permasalahan yang berbeda dengan judul yang penulis angkat.  
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, 
karena dengan metode yang baik dan sesuai dapat memungkinkan 
terciptanya tujuan yang tepat dan benar. Berikut metode yang digunakan 
dalam penelitian ini: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian pustaka (library 
research) yaitu suatu penelitian untuk memperoleh data yang 
berkaitan dengan permasalahan  dari berbagai literatur yang ada, yang 
menggunakan data tertulis atau buku-buku sebagai sumber data 
                                                          
47 Dian Kurniawan “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana yang 
Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS)”, Skripsi, tidak 
diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, Makasar, 2016, hlm.ix. 
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sebagai bahan dasar acuannya.48 Sedangkan pendekatannya 
komparatif dengan membandingkan kedua data kemudian melakukan 
pengkajian secara mendalam atau menganalisa guna mendapatkan 
kesimpulan yang relevan dengan pokok permasalahan.49 
2. Sumber Data 
Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh 
berdasarkan dari data-data hukum primer dan sekunder antara lain 
sebagai berikut: 
a. Primer 
Yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan 
dalam hal ini yang menyangkut adalah Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, dan Syari’ah Penal Code 
Order 2013 Brunei Darussalam. 
b. Sekunder 
Yaitu buku-buku hasil dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian 
seperti skripsi, jurnal hukum, dan bahan lain yang berkaitan 
dengan pokok bahasan, seperti Kejahatan Terhadap Tubuh dan 
Nyawa karya Adami Chazawi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam 
karya Ahmad Hanafi, Hukum Pidana Islam di Indonesia karya 
                                                          
48 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 
hlm. 32. 
49 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 
2017), hlm. 11. 
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Makhrus Munajat, dan karya-karya lainnya yang berkaitan 
dengan masalah judul penelitian ini. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Penulis dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari dan 
mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa peraturan 
perundang-undangan, buku-buku, jurnal, yang berkaitan dengan objek 
penelitian kemudian dilakukan analisa data. Pengumpulan data 
merupakan tahap yang penting dalam penelitian. Alat pengumpul data 
(instrumen) menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan 
kualitas penelitian, karena itu alat pengumpul data harus mendapat 
penggarapan yang cermat. Agar data penelitian mempunyai kualitas 
yang cukup tinggi, alat pengumpul data harus dapat mengukur secara 
cermat, harus dapat mengukur yang hendak diukur, dan harus dapat 
memberikan kesesuaian hasil pada pengulangan pengukuran.  
4. Teknik Analisis Data 
Penulis dalam melakukan penelitian kualitatif, teknik analisa data 
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Sesuai dengan arah studi yang telah dipilih oleh penulis, teknik 
analisis data yang digunakan berupa metode komparatif deskriptif 
yaitu membandingkan kedua data dan mendeskripsikan data yang 
berhasil di himpun sehingga tergambar obyek masalah secara 
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terperinci dan menghasilkan pemahaman yang kongkrit dan jelas. 
Sedangkan pola pikir yang yang dipakai disini adalah pola pikir 
deduktif yang berangkat dari faktor yang umum, kemudian ditarik 
kedalam hal yang sifatnya lebih khusus. 
H. Sistematika Penulisan  
Sistematika penyusunan penelitian ini dalam pembahasannya 
dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan 
perincian sebagai berikut:  
Bab Kesatu. Dalam bab kesatu ini adalah Pendahuluan. Pada bab 
pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini perlu karena merupakan 
gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan 
dalam proses penelitian ini.  
Bab Kedua. Dalam bab dua ini adalah Tinjauan Umum Tentang 
Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja  menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Indonesia dan Syari’ah Penal Code Order Brunei 
Darussalam. Pada bab ini berisikan Tinjauan Hukum Pidana Indonesia 
mengenai KUHP Indonesia, Pengertian Tindak Pidana dan Sanksi Pidana, 
Pengetian Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja/Berencana, 
Unsur-Unsur Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja/Berencana, 
dan Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai Syari’ah Penal Code Order 
Brunei Darussalam, Pengertian Jari>mah dan Uqu>bah, Pengertian 
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Percobaan Melakukan Jari>mah Pembunuhan Sengaja (qatlul ‘amd), 
Unsur-Unsur Percobaan Melakukan Jari>mah Pembunuhan Sengaja (qatlul 
‘amd). 
Bab Ketiga. Dalam bab tiga ini adalah Percobaan Tindak Pidana 
Pembunuhan Sengaja Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Indonesia dan Syari’ah Penal Code Order Brunei Darussalam. Pada bab 
ini berisikan Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja/Berencana 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Bentuk Sanksi 
Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja/Berencana dalam KUHP 
dan Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja dalam Syari’ah Penal 
Code Order Brunei Darussalam, Bentuk Sanksi Percobaan Tindak Pidana 
Pembunuhan Sengaja dalam Syari’ah Penal Code Order Brunei 
Darussalam. 
Bab Keempat. Dalam bab empat ini adalah Analisis Data. Pada bab 
ini berisikan uraian tentang Analisis Sanksi Percobaan Tindak Pidana 
Pembunuhan Sengaja/Berencana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Indonesia dan Syari’ah Penal Code Order Brunei Darussalam, 
Persamaan dan Perbedaan Sanksi Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan 
Sengaja/Berencana menurut KUHP dan Syari’ah Penal Code Order.  
Bab Kelima. Dalam bab lima adalah Penutup. Pada bab ini berisi 
kesimpulan dan saran, yang mana akan ditarik suatu kesimpulan yang 
merupakan sebagai jawaban  dari rumusan atau pokok permasalahan dan 
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tujuan penelitian yang ada pada bab pertama, setta akan diberikan saran-
saran sesuai dengan judul yang terkait. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG PERCOBAAN TINDAK PIDANA 
PEMBUNUHAN SENGAJA DAN SANKSINYA MENURUT KITAB 
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA DAN SYARI’AH 
PENAL CODE PRDER BRUNEI DARUSSALAM 
 
A. Tinjauan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 
1. KUHP Indonesia 
Sebagaimana diketahui bahwa kodifikasi di Indonesia banyak 
dipengaruhi oleh kodifikasi yang ada di Nederland atau Belanda. Di 
Belanda kodifikasi yang pertama terdapat pada tahun 1809 yang disebut 
Het Crimineel wet boek voor het koninlijk Holand. Kodifikasi pada tahun 
tersebut berlangsung lama oleh karena pada tahun 1811 sampai dengan 
tahun 1813 Belanda diduduki oleh Prancis sehingga yang diberlakukan 
Code Penal sampai pada tahun 1866. Sebenarnya sejak kodifikasi yang 
pertama selama 73 tahun Belanda sudah mempersiapkan rancangan 
peraturan hukum pidana yang selesai pada 1881, dan diundangkan baru 
tanggal 1 September 1886. Dan sering disebut Nederland Wet boek van 
Strafrecht. Lalu di anut di Indonesia dan dinamakan KUHP pada tahun 
1946.1 
Ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bahwa 
hukum pidana yang berlaku sekarang di Indonesia (mulai 1946) ialah 
hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret Tahun 1942 dengan 
berbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan 
                                                          
1 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 27. 
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negara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan nama Wetboek van 
Strafrecht voor Nederlandsch Indie diubah menjadi Wetboek van 
Strafrecht yang dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP).2 
Teks asli Wetboek van Strafrecht atau KUHP itu dalam bahsa 
Belanda, kecuali penambahan-penambahan sesudah tahun 1946 itu sudah 
tentu dalam Bahasa Indonesia. Bahwa Belanda pada tahun 1945-1949 
kembali lagi ke Indonesia dan menduduki beberapa wilayah sesudah Aksi 
Militer I. Untuk wilayah-wilayah yang diduduki Belanda secara de facto 
tidak diberlakukan Undang-Undang No.1 Tahun 1946. Untuk daerah-
daerah yang diduduki Belanda tersebut diberlakukan Wetboek van 
Strafrecht voor Nederlandsch – Indie yang kemudian diubah namanya 
menjadi Wetboek van Strafrecht voor Indonesie berdasarkan ordonansi 21 
september 1948.3 
Kalau Pemerintah Republik Indonesia mengubah dan menambah 
Wetboek van Strafrecht, maka Belanda juga mengadakan perubahan-
perubahan di dalam Wetboek van Strafrech voor Indonesie tersebut. 
Dengan adanya dua macam WvS yang berlaku di dua macam wilayah 
yang berbeda ditambah dengan perubahan-perubahan dan penambahan 
                                                          
2 Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.21. 
3 Ibid., hlm. 20. 
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yang berbeda pula menimbulkan kerancuan dalam penerapannya 
kemudian.4 
Setelah Indonesia merdeka dari Belanda, maka pada akhirnya 
dengan berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 untuk seluruh 
Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.73 Tahun 1948, maka 
hilanglah dualisme berlakunya dua macam undang-undang hukum pidana 
Indonesia.5 Dimana KUHP Indonesia saat ini terbagi menjadi tiga bagian, 
yaitu Buku Kesatu yang berisi mengenai aturan umum yang terdiri dari 9 
BAB, Buku Kedua mengenai kejahatan  yang terdiri dari 31 BAB dan 
Buku Ketiga berisi mengenai pelanggaran yang terdiri dari 8 BAB.6 
Hasrat untuk mengadakan kodifikasi KUHP nasional yang disusun 
oleh putra-putra Indonesia sendiri yang sumbernya digali dari bumi 
Indonesia dengan memperhatikan perkembanga dunia modern di bidang 
hukum pidana, yang sudah lama dicetuskan dalam berbagai kesempatan. 
Hasrat atau usaha-usaha konkret tersebut Penyususnan Rancangan Buku I 
KUHP.7 
 
 
 
                                                          
4Ibid., hlm. 23. 
5Ibid., hlm. 24. 
6 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Akasara, 2005), 
hlm.xv. 
7Zaeni Asyhadie dkk, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 
hlm.135. 
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2. Pengertian Tindak Pidana dan Sanksi Pidana 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak Pidana aatau strafbaar feit secara harfian dapat 
diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di 
hukum”. Secara teoritis menurut Pompe yaitu suatu pelanggaran 
norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja 
ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana 
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.8  
b. Pengertian Sanksi Pidana 
Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk 
memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-
undang. Sanksi berarti juga bagian dari (aturan) hukum yang dirancang 
secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegakan hukum 
dengan menegakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seseorang 
yang melanggar aturan hukum.9 Dari sudut pandang hukum pidana, 
sanksi merupakan putusan penguasa yang ditunjang dengan suatu 
tujuan-tujuan ideal misalnya sebagai sarana perlindungan masyarakat. 
Namun demikian sanksi juga dapat dipandang sebaliknya yaitu sebagai 
ancaman terhadap masyarakat bila ketentuan yang ditegakkan dengan 
                                                          
8 PAF Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di 
Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.179-180. 
9Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 202. 
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sanksi tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan atau rasa keadilan 
masyarakat.10 
Sanksi tersebut dapat berupa perampasan hak hidup, 
perampasan kemerdekaan bergerak dan perampasan harta benda 
terpidana dan seterusnya. Dengan kata lain hukum pidana dengan 
sanksinya telah meletakkan penderitaan yang bersifat khusus 
(punishment/bijzondere). Penderitaan yang bersifat khusus terlihat dari 
definisi tentang pidana yang dikemukakan antara lain Soedarto 
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan 
yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan 
yang memenuhi syarat-syarat tertentu.11 
Jadi sanksi itu sendiri tidak selalu berkonotasi negatif. Sanksi 
dalam hukum pidana mencakup pidana (Belanda: straf) dan tindakan 
(Belanda: maatregel).12 Pidana dan tindakan termasuk sanksi dalam 
hukum pidana. Jenis pidana tercantum di dalam pasal 10 KUHP. 
Disamping sanksi yang dimaksud dalam hukum pidana biasa (KUHP 
dan undang-undang pidana diluar KUHP), dikenal juga sanksi lain 
seperti ganti kerugian. (Pasal 95-101 KUHAP).13 
                                                          
10 Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Aji, Pergeseran Paragigma Pemidanaan, 
(Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 12. 
11 M Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 
hlm.4. 
12 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2013), hlm. 234. 
13 Andi Hamzah, Asas Asas ..., hlm.193-194. 
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Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu 
nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. 
Dirumuskan pula bahwa hukum adalah suatu perasaan tidak enak 
(sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-
orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.14 
Jenis pidana tercantum didalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana 
ini berlaku juga bagi delik yang tercantum juga diluar KUHP, kecuali 
ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis 
pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. 
Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, 
kecuali dalam hal tertentu. Pidana itu ialah:15 
a. Pidana Pokok 
1) Pidana mati 
2) Pidana penjara 
3) Pidana kurungan 
4) Pidana denda 
5) Pidana tutupan 
b. Pidana Tambahan 
1) Pencabutan hak-hak tertentu  
2) Perampasan barang-barang tertentu 
3) Pengumuman putusan hakim. 
                                                          
14 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.9. 
15Ibid. 
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Karakteristik hukum pidana adalah salah satunya adanya 
ancaman pidana yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Dalam 
bahasa sehari-hariistilah pemberian atau penjatuhan pidana disebut 
pemidanaan, yaitu pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan 
yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan 
suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana 
oleh undang-undang. Oleh karena itu, membicarakan hukum pidana 
sama saja membicarakan tentang sanksi, yaitu jenis pidana apa yang 
akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.16 
Dalam berkembangan atau pertumbuhan keilmuan hukum 
pidana, jenis hukuman tidak sama dengan yang diatur di dalam Pasal 
10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Di dalam 
perkembangan keilmuan hukum pidana mempunyai variasi yang lebih 
banyak mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tindak 
pidana, yaitu selain pidana pokok ada pidana mati yang dipisahkan 
secara tersendiri. Pidana mati dibagi menjadi dua:17 
a. Pidana mati yang segera dilaksanakan atau dieksekusi; 
b. Pidana mati bersyarat. 
Selain pidana mati dalam perkembangan keilmuan hukum 
pidana, pidana penjara juga berbeda dalam Pasal 10 KUHP. 
                                                          
16 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Poidana Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2016), 
hlm. 110. 
17 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana..., hlm. 257. 
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a. Pidana langsung masuk penjara. 
b. Pidana release atau bersyarat. 
Perkembangan tentang hukum pelaksanaan pidana atau full 
zugh streck chung recht dalam pengertian hukum pidana materiil 
didampingi hukum pidana formil, namun hal itu tidak lengkap apabila 
tidak disertai dengan hukum pelaksanaan pidana. Pidana penjara 
langsung masuk dikategorikan dalam punishment, sedangkan pidana 
penjara release atau bersyarat masuk dalam kategori treatment.18 
Pidana penjara hanya dapat dijatuhkan dan dijalani oleh terpidana jika 
dijatuhi putusan untuk pertama kali karena melakukan kejahatan 
dengan hukuman enam bulan atau lebih.19 
3. Pengertian Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan 
Sengaja/Berencana  
a. Pengertian Percobaan 
Percobaan untuk melakukan kejahatan adalah pelaksanaan 
untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi 
ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu 
kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan 
pelaksanaan.20 Percobaan yang dalam bahasa Belanda disebut 
                                                          
18Ibid. 
19 M Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 
hlm.43. 
20 Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 
1997), hlm.536. 
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“poging” , menurut doktrin adalah suatu kejahatan yang sudah 
dimulai, tetapi belum selesai atau belum sempurna. Sudah barang 
tentu walaupun KUHP telah merumuskan berbagai jenis kejahatan dan 
mengancam dengan pidana untuk masing-masing, hukum pidana tidak 
mengambil risiko agar kejahatan terjadi sepenuhnya, atau akibatnya 
KUHP juga mengancam perbuatan yang baru merupakan permulaan, 
agar dicegah terjadinya korban.21 
Akan tetapi tentu saja tidak segala macam pelanggaran hukum 
yang baru dalam taraf pemula atau percobaan diancam dengan pidana. 
Ancaman pidana hanya ditukukan kepada kejahatan bukan pada 
pelanggaran seperti tercantum dalam Pasal 54 KUHP yang berbunyi: 
Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dipidana.22 
Namun, ternyata bahwa tidak semua kejahatan bentuk 
percobaannya diancam dengan pidana. Ada sejumlah kecil kejahatan 
yang bentuk percobaanya tidak diancam pidana, antara lain Pasal 184 
tentang perkelahian tanding, Pasal 302 tentang penganiayaan hewan, 
dan Pasal 351-352 tentang penganiayaan.23 
Mencoba pada umumnya berarti, melakukan suatau tindakan 
dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jika tujuan itu 
                                                          
21 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana..., hlm. 151. 
22Ibid. 
23Ibid., hlm.152. 
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tercapai, dikatakan bahwa usaha itu berhasil, atas hasil mana mungkin 
akan ada usaha lanjutannya.24 
Berbicara mengenai percobaan, justru tujuan yang tertentu itu 
belum atau tidak tercapai, walaupun ia dengan suatu niat telah 
melakukan suatu tindakan dalam usahanya untuk mencapai tujuan 
tersebut. Jelaslah disini bagi seorang pelaku dalam percobaan apa 
yang menjadi tujuan dari perbuatan itu belum tercapai atau belum 
timbul suatu akibat.25 
Istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak 
pidana”. Istilah ini karena tumbuhnya dari pihak kementerian 
kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata 
“tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk 
kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan 
keadaan konkret, sebagaimana halnya peristiwa dengan perbedaan 
bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap 
jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, 
tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. 
Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam 
perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik 
                                                          
24 I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010), 
hlm.160. 
25Ibid., hlm.161. 
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dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalm penjelasannya hampir 
selalu dipakai pula kata perbuatan.26 
Apa yang dimaksud dengan tindak pidana, menurut Simons 
didefinisikan sebagai suatu perbuatan (handeling) yang diancam 
dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum 
(onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh sesorang 
yang mampu bertanggung jawab.27 
Dalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana menurut terjemahan Tim 
Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, ditentukan bahwa, 
“Mencoba Melakukan Kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah 
ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya 
pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya 
sendiri”.28 
b. Pengertian Pembunuhan 
Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang dapat menyebabkan 
hilangnya nyawa orang lain. Di dalam KUHP, tindak pidana terhadap 
nyawa diatur pada Buku II Bab XIX (Pasal 338-350).29 Arti nyawa 
sendiri sama dengan jiwa yang berarti roh atau yang membuat 
                                                          
26 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 60. 
27 Roni Wiyanto, Asas-Asas..., hlm. 160. 
28 Astri C. Montolalu, “Tindak Pidana Percobaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana”, Jurnal Lex Crimen Vol. V, No.2, Februari, 2016, hlm. 75. 
29 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Askara, 2005), Bab 
XIX Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, hlm.123. 
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manusia hidup. Dengan demikian tindak pidana pembunuhan adalah 
kejahatan terhadap kehidupan seseorang.  
c. Pengertian Pembunuhan Sengaja/Berencana 
Pembunuhan sengaja/berencana merupakan kejahatan 
merampas nyawa manusia lain atau membunuh, setelah melakukan 
perencanaan mengenai waktu atau cara, dengan tujuan memastikan 
keberhasilan tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan berencana 
dalam hukum umumnya merupakan jenis pembunuhan yang paling 
serius dan pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana mati atau penjara 
seumur hidup.30  
Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah 
dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, 
meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik 
kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik hukum, artinya 
perbuatan itu sudah dianggap kejahatan meskipun belum dirumuskan 
dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan 
merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.31 
Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu 
bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam pasal 340 
KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan  delik yang berdiri 
sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur 
                                                          
30 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 20. 
31 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum ..., hlm.169. 
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dalam pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik 
pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik 
pembunuhan dalam pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur 
lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan 
pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 339 
KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara 
langsung dari delik pembunuhan.32 
Kejahatan moord ternyata juga memiliki unsur obzet (doleus) 
atau kehendak, dan unsur itu diletakkan di muka. Sebagaiman 
dimaksud dalam hukum pidana, penempatan unsur obzet dimuka 
berarti bahwa unsur-unsur lain dari delik tersebut semuanya berada 
berada dibelakang unsur obzet, diliputi oleh obzet. Jika unsur-unsur 
lain dari delik diliputi oleh obzet, ini harus diartikan bahwa perbuatan 
yang bertujuan menimbulkan akibat kematian orang lain itu dilakukan 
dengan sengaja.33 
Sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana, opzzet dapat 
berupa tiga bentuk, yaitu:34 
a. Opzet Als Oogherk (tujuan) 
                                                          
32 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2013), hlm. 82. 
33 Muhammad Amin Suma dkk, Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan 
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b. Opzet Bij Zeigerheids Bewustzijn of Noodzake 
Lijkheidsbewustzijn (kepastian) 
c. Opzet Bij Mogelijkheidsebewustzijn of Dolus eventualis of 
Voorwaardelijk Opzet (kemungkinan). 
Dengan demikian unsur opzet dalm pasal 340 harus ditafsirkan 
dalam arti luas dan dengan sendirinya meliputi ketiga bentuk opzet. 
Kemudian jika moord dibandingkan dengan doodslag, kejahatan 
moord memiliki unsur-unsur yang sama; hanya berbeda bahwa 
kejahatan moord masih memiliki unsur lain, yaitu met voorbedachte 
rade.35 
  Met voorbedachte rade bukanlah bentuk opzet, akan tetapi 
cara membentuk opzet, yang syaratnya adalah:36 
a. Opzet dibentuk dengan direncanakan terlebih dahulu 
b. Setelah opzet direncanakan, yang kemudian penting ialah 
cara opzet dibentuk (de vorm waarin de opzet wordt 
gevormd), yang harus dengan keadaan yang tenang (in 
kolen bloede)  
c. Pada umumnya, perencanaan pelaksanaan opzet atau 
kehendak itu memerlukan jangka waktu yang agak lama. 
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4. Unsur-Unsur Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 
Unsur-Unsur Percobaan dalam Pasal 53 KUHP mengandung unsur 
percobaan yaitu:37 
a. Adanya niat 
Di dalam teks Bahasa Belanda niat adalah “voornemen” yang 
menurut doktrin tidak lain adalah kehendak untuk melakukan 
kejahatan, atau lebih tepatnya disebut “opzet” atau kesengajaan 
(hazewinkel – suriga; jonkers; pompe; simon), dan ini meliputi semua 
ataupun dengan sadar kemungkinan. Namun, menurut Vos yang 
dimaksud dengan kesengajaan disini adalah hanya kesengajaan 
sebagai maksud.38 
Adanya kehendak atau niat, berkenaan dengan syarat ini 
timbul persoalan oleh karena kata kehendak dalam Pasal 53 ayat 1 
KUHP tersebut menunjukkan kepada pengertian opzet. Opzet ditinjau 
dari sudut tingkatannya meliputi opzet dalam arti sempit dan opzet 
dalam arti luas. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kata 
kehendak dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP tersebut menunjukkan opzet 
dalam arti sempit yang terdiri dari opzet sebagai tujuan atau opzet 
dalam arti luas yang terdiri dari opzet sebgai tujuan, opzet sebagai 
kesadaran akan tujuan, opzet dengan kesadaran akan kemungkinan.39 
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b. Adanya permulaan pelaksanaan  
Kehendak atau niat saja belum mencukupi agar orang itu 
dipidana, sebab jika hanya berkehendak saja, maka orang itu tidak 
diancam pidana, berkehendak adalah bebas. Permulaan pelaksanaan 
berarti telah terjadinya perbuatan tertentu dan ini mengarah kepada 
perbuatan yang disebut dengan delik. Walaupun kelihatannya 
sederhana, ternyata jika dikaji lebih mendalam akan menimbulkan 
kesulitan yang cukup besar untuk menafsirkan dengan tepat 
pengertian permulaan pelaksanaan itu.40 
c. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena  
kehendak sendiri. 
Pembuktian yang bersifat negatif sangatlah sulit, sebab jaksa 
harus membuktikan bahwa tindak pelaku telah menghentikan 
perbuatannya tidak dengan sukarela, agar dapat menurutnya dan 
terdakwa dipatuhi pidana atas dasar percobaan melakukan kejahatan.41 
Jadi apabila pengunduran diri itu tidak nyata, maka adanya 
unsur ketika itu dapat dibuktikan dari adanya suatu hal lain yang 
cukup memberikan petunjuk apa sebabnya delik tersebut tidak selesai. 
Jadi tidak harus membuktikan bahwa pengunduran diri itu tidak secara 
sukarela.42 
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Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja/berencana menurut 
pasal 340 KUHP yaitu: 
a. Unsur Sunyektif 
1)  Barangsiapa 
Adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab 
pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang 
pidana.43 Pernyataan yang menyebutkan manusia sebagai subjek 
hukum pidana biasanya diawali dengan kata-kata barangsiapa, atau 
setiap orang atau menyebut kualitas tertentu yang melekat pada diri 
pelakunya.44 
2) Unsur sengaja dan dengan rencana 
Keasengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak 
melakukan perbuatan-oerbuatan yang dilarang atau diperintahkan 
oleh undang-undang.45 Apabila unsur kesengajaan yang tercantum 
secara eksplisit rumusan tindak pidana, tetapi tidak dapat 
dibuktikan oleh penuntut umum akan mengakibatkan tindak pidana 
yang didakwakan menjadi tidak terbukti. Tidak terbuktinya suatu 
tindak pidana mengakibatkan pembuat dinyatakan bebas 
(vrijspraak). Kesengajaan yang tercantum secara eksplisit dalam 
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rumusan tindak pidana disebut dengan kesengajaan yang 
berwarna.46 
Unsur mengenai maksud (voornemen) macam-macam 
maksud (oogmerk) dan merencanakan terlebih dahulu 
(voorbedachte raad) pada dasarnya merupakan unsur kesengajaan. 
Didalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana unsur 
kesengajaan disebut dengan obzet.47 
Pada umumnya obzet dibedakan menjadi tiga jenis, sebagai 
berikut:48 
1) Opzet als oogmerk (kesengajaan dengan maksud); 
2) Opzet bij zekerheidsbewustzijn (kesengajaan dengan 
keinsyafan pasti); 
3) Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn atau dolus evantualis 
(kesengajaan dengan keinsyafan atas kemungkinan). 
Secara teoritis terdapat dua kesengajan (dolus) yaitu dolus 
malus dan dolus eventualis. Dolus malus hakikaktnya merupakan 
inti dari gabungan dari teori pengetahuan (voorsteling theorie) dan 
teori kehendak (wilstheorie).49  
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b. Unsur Obyektif 
1) Perbuatan menghilangkan nyawa 
Nyawa orang lain merupakan obyek. Menurut Adami 
Chazawi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 
tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:50 
a. Adanya wujud perbuatan 
b. Adanya suatu kematian 
c. Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) 
antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. 
Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang 
bulat meskipun dapat dibedakan akan tetapi apabila salah satu 
syarat diatas tidak terpenuhi maka delik pembunuhan dianggap 
tidak terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa delik 
pembunuhan dianggap tidak terjadi apabila adaya wujud 
perbuatan serta adanya kematian (orang lain) dan keduanya 
ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang 
ditimbulkan yakni kematian. Bahwa akibat kematian haruslah 
disebabkan dari perbuatan itu apabila tidak ada causal verband 
antara keduanya yakni suatu perbuatan dengan akibat yang 
                                                          
50 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2013), hlm. 57. 
50 
 
 
ditimbulkan yakni matinya orang lain maka delik pembunuhan 
dianggap tidak trjadi.51 
B. Tinjauan Menurut Syari’ah Penal Code Order Brunei Darussalam 
1. Syari’ah Penal Code Order Brunei Darussalam 
Syariah Penal Code Order, 2013 atau dalam bahasa Bruneinya 
disebut sebagai Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 adalah sebuah 
undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana menurut Syari’ah. 
Undang-undang ini ditetapkan sebagai upaya pencegahan terhadap 
kejahatan-kejahatan yang dapat muncul di masyarakat. Penerapan Kanun 
Hukuman Jenayah Syariah 2013 dilaksanakan secara bertahap. 
Pelaksanaan undang-undang dibuat dengan sangat berhati-hati, dan teliti 
khususnya untuk memberi peluang kepada masyarakat agar memahami 
lebih mendalam mengenai kandungan dan hikmah atau manfaat dibalik 
kesalahan (tindak pidana) yang telah ditetapkan.52 
Kanun Hukuman Jenayah ini terdiri dari 5 bagian yaitu, bagian 
permulaan, Kecuali Am, Subhat, Kesalahan-Kesalahan dan Am. 
Sebagaimana layaknya sebuah aturan hukum bagian permulaan berisikan 
tentang ketentuan umum tentang definisi istilah-istilah. Adapun bagian 
kecuali Am berisikan tentang ketentuan khusus yang mengecualikan 
perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak dianggap sebagai tindak pidana 
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atau diberlakukan hukum yang lain, atau alsan pembenar dan pemaaf. 
Bagian ketiga Subhat berisi tentang penyertaan tindak pidana. Bagian 
keempat kesalahan-kesalahan berisi tentang jenis-jenis tindak pidana 
beserta jenis dan ketentuan hukumnya. Pagian ini terdiri dari emapt bab 
yaitu tentang tindak pidana hudud, pembunuhan dan pelukaan, penarikan 
kesaksian dan tindak pidana ta’zir. Bagian terakhir adalah Am merupakan 
bagian penutup berisi pemberlakuan hukum syara>’ untuk perbuatan-
perbuatan yang tidak diatur dalam kanun dan pembatan aturan-aturan 
sebelumnya.53 
Suatu hal yang menarik dari kanun jenayah syariah ini, bahwa 
dalam kanun ini juga disertakan contoh-contoh kasus berupa ilustrasi 
untuk menjelaskan deinisi tindak pidana yang diatur. Juga mempermudah 
masyarakat dan penegak hukum dalam memahami Kanaun dan 
mengurangi multi tafsir terhadap aturan hukum yang dapat mengakibatkan 
ketidakpastian hukum. Kanun ini terdiri dari 254 pasal dan dalam dua 
bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Melayu, dan diterbitkan pada hari 
selasa 22 Oktober 2013.54 
Dengan diberlakukannya Syari’ah Penal Code Order, 2013 
sealanjutnya disebut ‘perintah di Brunei Darussalam pada kenyataannya 
adalah hasil dari proses harmonisasi hukum publik dan hukum Islam 
dalam kaitannya dengan kejahatan. Didalamnya dijumpai aturan tentang 
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semua pelanggaran atau tindak pidana yang memiliki dasar dalam Syari>’ah 
terutama di bawah Madzhab Syafi’i.55 
Syari>’ah memiliki potensi untuk menangani semua masalah hukum 
yang ada dan di masa depan melalui harmonisasi hukum. Fokus pada 
pertahanan terhadap kejahatan perdasarkan undang-undang ini.56 Secara 
kultural, hukum yang berlaku di Brunei Darussalam tidak jauh berbeda 
dengan tetangganya Malaysia, karena keduanya memang mempunyai akar 
budaya yang yang sama. Meskipun sejak 1888-1984 Brunei menjadi 
negara protektorat Inggris, namun tidak menyebabkan hukum Islam tidak 
berlaku di Brunei Darussalam. Hukum Kanun Brunei berlaku sejak zaman 
Sultan Bolkiah (1473-1521). Zaman Sultan Saiful Rijal (1575-1600) di 
Brunei telah ada pengadilan terhadap orang-orang yang bersalah yang 
dihukum berdasrkan hukum Kanun Brunei. Undang-Undang Melaka, 
semula terdiri dari 19 pasal, kemudian berubah menjadi 20 pasal, setidak 
tidaknya 18 pasal diatur menurut ketentuan hukum Islam, misalnya 
jina>yah berlaku qis}a>s}, pencurian bisa denda bisa juga potong tangan, dan 
lain sebagainya.57 
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Mulanya di Brunei diberlakukan Hukum Acara Pidana berdasarkan 
Hukum Acara Pidana Inggris/ India 1898. Pada tahun 1912 telah 
diundangkan hukum Islam, dilengkapi pada tahun berikutnya yaitu tahun 
1913. Pada tahun 1955 dengan berlakunya Undang-Undang Ugama dan 
Mahkamah Qadi 1955, maka kedua UU tersebut dicabut. Undang-Undang 
1955 ini ketentuan-ketentuan secara garis besar diambil dari UU yang 
sama sebelumnya diberlakukan di Malaysia. Undang-Undang 1955 ini 
kemudian disempurnakan pada tahun 1956, 1957, 1960, 1961, 1967. 
Perubahan tersebut juga sejalan dengan perubahan yang terjadi di 
Malaysia.58 
2. Pengertian Jari>mah dan ‘Uqu>bah 
a. Pengertian Jari>mah 
Yang dimaksud dengan jari>mah ialah larangan-larangan Syara>’ 
yang diancam oleh Allah dengan hukuman h}ad atau ta’zi >r. Larangan-
larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan perbuatan 
yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. 
Dengan kata-kata Syara>’ pada pengertia tersebut diatas, yang 
dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah 
apabila dilarang oleh Syara>’. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak 
dianggap sebagai jarimah, kecuali apabila diancamkan hukuman 
terhadapnya. Pengertian jari>mah tersebut tidak berbeda dengan 
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pengetian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) pada hukum pidana 
positif.59 
Para fuqaha> sering memakai kata-kata jina>yah untuk jari>mah. 
Semua pengertian jina>yah ialah hasil perbuatan seseorang, dan 
biasanya dibataskan kepada perbuatan yang dilarang saja. Dikalangan 
fuqaha>, yang dimaksud dengan kata-kata jina>yah ialah perbuatan yang 
dilarang oleh Syara>’, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa 
atau harta-benda, ataupn lain-lainnya.60 
Pengertian jina>yah dalam Bahasa Indonesia sering disebut 
dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para 
fuqaha>sering juga menggunakan jina>yah atau jari>mah. Istilah jari>mah 
mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah jina>yah, baik 
dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa jari>mah 
merupakan kata jadian (masdar) dengan kata asal jarama yang artinya 
berbuat salah, sehingga jari>mah mempunyai arti perbuatan salah.61 
b. Pengertian ‘Uqu>bah 
Hukuman (sanksi) dalam istilah Arab sering disebut ‘uqu>bah, 
yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar 
ketentuan Syara>’ yang ditetapkan Allah dan RasulNya untuk 
kemaslahatan manusia.Tujuan hukuman dalam syari’at Islam 
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merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri yakni sebagai 
pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan 
secara khususserta perlindungan terhadap hal-hak si korban. 
Pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat 
dan mencegah kedaliman atau kemadaratan. Menurut Abd al-Qadir 
Awdah, hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada 
seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.62 
Hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa 
jenis, hal ini dapat diperinci sebagai berikut: 
1) Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang 
lainada empat macam: 
a)  Hukuman pokok, yaitu yaitu hukuman yang diterapkan secara 
definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa 
yang telah ditentukan oleh nas. Dalam fiqhjinayat hukuman ini 
disebut sebagai jari>mah h}udu>d. 
b) Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai 
pengganti, karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan 
dengan alasan yang syah. Seperti qis}a>s}diganti dengan diyat, 
dan diyat diganti dengan dimaafkan. 
c) Hukuman tambahan, yaitu suatu hukuman yang menyertai 
hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri, 
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misalnya bagi pelaku qazf, hak persaksian hilang, dan bagi 
pembunuh, hak pewarisan hilang. 
d) Hukuman Pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok dengan 
melalui keputusan hakim tersendiri, misalnya pencuri, selain di 
potong tangan juga diberi tambahan dengan dikalungkan 
tangan dilehernya.63 
2) Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutus 
perkara, maka ada dua macam yaitu: 
a) Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang 
ditetapkan secara pasti oleh nash, artinya tidak ada batas 
tertinggi dan terendah. Contoh hukum dera bagi pezina 100 
kali atau hukuman dera bagi penuduh zina delapan puluh 
kali. 
b) Hukuman yang memiliki alternatif unuk dipilih.64 
3) Dari segi obyeknya hukuman dapat dibagi menjadi tiga 
kelompok. 
a) Hukuman Jasmani, seperti potong tangan, rajam jilid 
b) Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman 
dengan teguran. 
c) Hukuman benda, ganti rugi, diyat, dan penyitaan harta.65 
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3. Pengertian Percobaan Melakukan Jari>mah Pembunuhan Sengaja 
 
a. Pengertian Percobaan 
Percobaan tindak pidana adalah tidak selesainya perbuatan 
pidana karena adanya faktor eksternal, namun si pelaku ada niat 
dan adanya permulaan perbuatan pidana. Hukum pidana Islam 
tidak konsentrasi membahas delik percobaan, tetapi lebih 
menekankan pada jarimah yang telah selesai dan belum selesai.66 
Hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak membicarakan isi teori 
tentang “percobaan”, sebagaimana yang akan terlihat nanti. Tidak 
adanya perhatian secara khusus terhadap jarimah percobaan 
disebabkan oleh dua faktor. Pertama, percobaan melakukan jarimah 
tidak dikenakan hukuman h}ad atau qis}a>s}, melainkan dengan 
hukuman ta’zi >r. Kedua, dengan adanya aturan-aturan yang 
mencakup dari Syara’ tentang hukuman jari>mah ta’zi >r, maka 
aturan-aturan khusus untuk aturan percobaan tidak perlu diadakan, 
sebab hukuman ta’zi >r dijatuhkan atas setiap perbuatan ma’siat 
(kesalahan) yang tidak dikenakan hukuman h}ad atau kifarat. 
Pendirian Syara>’ tentang percobaan melakukan jari>mah 
lebih mencakup daripada hukum-hukum positif, sebab menurut 
Syara>’ setiap perbuatan yang tidak selesai disebut ma’siat yang 
dijatuhi hukuman, dan dalam hal ini tidak ada pengecualiannya. 
Siapa yang mengangkat tongkat untuk dipukulkan kepada orang 
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lain, maka ia dianggap memperbuat ma’siat dan dijatuhi hukuman 
ta’zi>r. Menurut hukum positif tidak semua percobaan melakukan 
jari>mah dihukum. 
Sesuai dengan pendirian Syara>’, maka pada peristiwa 
pnganiayaan dengan maksud untuk membnuh, apabila 
penganiayaan itu berakibat kematian, maka perbuatan itu dianggap 
pembunuhan sengaja. Kalau korban dapat sembuh maka perbuatan 
itu dianggap penganiayaan saja dengan hukuman yang khusus. 
Akan tetapi apabila pembuat hendak membunuh korbannya, 
kemudian tidak mengenai sasarannya, maka perbuatan itu disebut 
ma’siat, dan hukumannya adalah ta’zi >r.67 
Menurut bahasa, lafaz ta’zi >r berasal dari kata azzara yang 
berarti man’u wa radda (mencegah dan menolak). Ta’zi >r dapat 
berarti addaba (mendidik) atau azhamu wa waqra yang artinya 
mengagungkan dan menghormati. Menurut istilah, sebagaimana 
yang diungkapkan oleh al Mawardi bahwa yang dimaksud dengan 
ta’zi >r adalah sebagai berikut:68 
“Tazi>r adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan 
dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh Syara’.” 
 
Jari>mah ta’zi >r yaitu, memberi pelajaran, artinya suatu 
jari>mah yang diancam dengan hukuman ta’zi >r yaitu hukuman 
                                                          
67Ibid. 
68Ibid., hlm. 177-178. 
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selain h}ad dan qis}a>s} diyat. Pelaksanaan hukuman ta’zi >r baik yang 
jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan 
itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya 
diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam jari>mah 
ta’zi >r tidak ditentuka ukurannya atau kadarnya, artinya untuk 
menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya 
kepada hakim (penguasa). Dengan demikian Syar’i 
mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk 
dan hukuman pada pelaku jari>mah.69 
b. Pengertian Pembunuhan 
Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan (al-qatl) disebut 
juga dengan al-jina>yah ‘ala al-insaniyah (kejahatan terhadap jiwa 
manusia), sebutan ini sama dengan pengertian pembunuhan dalam 
hukum positif. Dalam KUHP Indonesia sendiri, tindak pidana ini 
juga dimasukkan dalam Bab XIX: Kejahatan terhadap Nyawa.70 
Pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai perbuatan 
manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Madzhab Maliki 
membagi pembunuhan menjadi dua macam, yakni pembunuhan 
sengaja dan pembunuhan tidak sengaja, sedangkan ulama 
Hanfiyah, Syafi’iyah dan Hambali membagi pembunuhan 
menjadi tiga macam, yaitu (1) pembunuhan sengaja (qatl al-
                                                          
69 Ibid., hlm. 14. 
70Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 
hlm.167. 
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‘amd), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang 
dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, (2) pembunuhan 
semi sengaja (qatl syibh al-‘amd), yaitu perbuatan penganiayaan 
terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, 
tetapi mengakibatkan keatian; dan (3) pembunuhan karena 
kesalahan (qatl al-khata’), yaitu pembunuhan yang disebabkan 
salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, dan kelalaian.71 
c. Pengertian Pembunuhan Sengaja (Qatl Al-‘Amd) 
Pembunuhan sengaja (qatl al-‘amd), yaitu suatu perbuatan 
penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk 
menghilangkan nyawa. Pelaku pembunuhan sengaja dalam Islam 
dapat dikenakan hukum qis}a>s}, jika si korban menghendaki Karena 
hukum qis}a>s} dianggap sebagai hukuman tertinggi dalam al-
Qur’an maka pada kondisi tertentu hukum qis}a>s}dapat diganti 
dengan hukuman lain.72 
Qis}a>s} diyat adalah suatu kejahatn terhadap jiwa 
(menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang 
diancam dengan hukuman qis}a>s} (serupa=semisal) atau hukum 
diyat (ganti rugi dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau 
walinya). Kejahatan yang termasuk golongan qis}a>s} diyat ini 
                                                          
71 Makhrus Munajat, Hukum Pidana ..., hlm.170. 
72Ibid. 
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dalam hukum pidana barat bisa dikenal dengan tindak pidana 
terhadap tubuh dan jiwa.73 
Hukum pidana positif tampaknya tidak mampu mencegah 
perbuatan pidana mati dalam masyarakat ini. Hal ini mungkin 
disebabkan oleh sanksi hukuman yang terlalu ringan Misalnya 
sanksi sanksi hukuman makar mati yang direncanakan sekalipun, 
hukuman mati bagi pelaku hanya merupakan alternatif dari 
hukuman penjara. Akibat sanksi hukuman yang lemah ini, KUHP 
tidak berhasil meminimalisasi terjadinya makar mati 
(pembunuhan).74 
Hukum pidana Islam menjatuhkan sanksi pidana yang 
sangat berat bagi pelaku makar mati yang disengaja. Yaitu dengan 
tindak pidana mati, atau hukuman qisash. Namun pelaksanaan 
hukuman itu diserahkan pada putusan keluarga si terbunuh. 
Pilihannya apakah tetap dilaksanakan hukuman qis}a>s}, atau 
dimaafkan dengan penggantian berupa denda sebesar yang 
ditetapkan keluarga si terbunuh, tapi adanya hukuman qis}a>s} ini 
ternyata efektif untuk meminimalisasi terjadinya pembunuhan 
nyawa orang yang tak bersalah.75 
                                                          
73Ibid., hlm. 165. 
74 Muhammad Amin Suma dkk, Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan 
Tatantangan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 87. 
75Ibid., hlm. 88. 
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4. Unsur-Unsur (Fase-Fase) Percobaan Melakukan Jari>mah 
Pembunuhan Sengaja 
Unsur-unsur percobaan jari>mah antara lain, adanya niat 
melakukan jari>mah, adanya permulaan perbuatan jari>mah, perbuatan 
jari>mah tidak selesai karena adanya faktor eksternal.76 Tiap- tiap 
jari>mah mengalami fase–fase tertentu sebelum terwujud hasilnya 
pembagian fase-fase ini diperlukan sekali, sebab hanya pada salah satu 
fase saja pembuat dapat dituntut dari segi kepidanaan, sedang pada 
fase-fase lainnya tidak dituntut. 
a. Fase Pemikiran dan Perencanaan (marhalah at-tafkir wa at-
tashmim) 
Memikirkan dan merencanakan sesuatu jari>mah tidak 
dianggap ma’siat yang dijatuhi hukuman, karena menurut aturan 
dalam Syari’at Islam, sesorang tidak dapat dituntut (dipersalahkan) 
karena lintasan hatinya atau niatan yang tersimpan dalam dirinya.77 
Sesuai dengan kata-kata Rasulullah Saw. Sebagai berikut: 
“Tuhan memaafkan umatku dari apa yang dibisikkan atau 
dicetuskan oleh dirinya, selama ia tidak berbuat dan tidak 
                                                          
76Ibid., hlm.41. 
 
77Ibid., hlm.45. 
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mengeluarkan kata-kata yang diucapkannya dan perbuatan yang 
dilakukaannya”.78 
b. Fase Persiapan (marhalah at-tahdzir) 
Menyiapkan alat yang dipakai untuk melaksanakan jari>mah, 
seperti membeli senjata untuk membunuh orang lain atau atau 
membuat kunci palsu untuk mencuri. Fase persiapan juga tidak 
dianggap ma’siat yang dapat dihukum, kecuali apabila pembuatan 
persiapan itu sendiri dipandang sebagai ma’siat, seperti hendak 
mencuri milik seseorang dengan jalan membiusnya. Dalam contoh 
ini membeli alat bius atau membius orang lain itu sendiri dianggap 
ma’siat yang dihukum, tanpa memerlukan kepada selesainya 
maksud, yang hendak dituju yaitu mencuri.79 
Alasan untuk tidak memasukkan fase persiapan sebagai 
jari>mah, ialah bahwa perbuatan seseorang yang bisa dihukum harus 
berupa perbuatan ma’siat, dan ma’siat baru trwujud apabila berisi 
pelanggaran terhadap hak Tuhan (hak masyarakat) dan hak 
manusia, sedang pada penyiapan alat-alat jari>mah pada galibnya 
tidak berisi suatu kerugian, maka anggapan ini masih bisa di 
ta’wilkan, artinya bisa diragukan, sedang menurut aturan Syari’at 
seseorang tidak bisa diambil tindakan terhadapnya kecuali apabila 
                                                          
78 Topo Santoso, Asas-Asas ..., hlm.123. 
79Ibid., hlm. 46. 
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didasrkan pada keyakinan. Sehingga peristiwa dianggap suatu yang 
syubhat dan pelakunya hanya dikenakan hukuman ta’zi >r.80 
c. Fase Pelaksanaan (marhalah tanfidiyah)  
Pada fase inilah perbuatan si pembuat dianggap sebagai 
dianggap sebagai jari>mah. Untuk dihukum, tidak menjadi persoalan 
apakah perbuatan tersebut merupakan permulaan pelaksnaan unsur 
materil jari>mah atau tidak, melainkan cukup dihukum apabila 
perbuatan itu berupa ma’siat, yaitu yang berupa pelanggaran atas 
hak masyarakat dan hak perseorangan, dan dimaksudkan pula 
untuk melaksanakan unsur materil, meskipun antara perbuatan 
tersebut dengan unsur materil masih terdapat beberapa langkah 
lagi.81 
Jadi ukuran perbuatan dalam percobaan yang bisa dihukum 
ialah apabila perbuatan tersebut berupa ma’siat. Dalam hal ini 
niatan dan tujuan pembuat sangat penting artinya untuk 
menentukan apakah perbuatan itu ma’siat (salah) atau tidak. 
Unsur jari>mah pembunuhan sengaja (berencana) adalah 
sebagai berikut:82 
a. Pelaku adalah mukalla>f, dan berakal 
b. Adanya niat dan rencana untuk membunuh 
                                                          
80Ibid. 
81Ibid. 
82 Makhrus Munajat, Hukum Pidana ..., hlm.170. 
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c. Korban adalah orang yang dilindungi darahnya  
d. Alat yang digunakan pada umumnya dapat mematikan.  
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BAB III 
PERCOBAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SENGAJA DALAM  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA DAN 
SYARI’AH PENAL CODE ORDER BRUNEI DARUSSALAM 
 
A. Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 
 
1. Aturan Hukum Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan 
Sengaja/Berencana 
 
Aturan hukum pemidanaan percobaan tindak pidana 
pembunuhan berencana diatur dalam KUHP Pasal 340 jo Pasal 53 
KUHP, dengan uraian sebagai berikut:  
Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 
yang berbunyi:  
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih 
dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena 
pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati  atau pidana 
penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 
dua puluh tahun”. 1 
 
Percobaan melakukan tindak pidana dalam KUHP diatur 
dalam Pasal 53: 2 
(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk 
itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, 
dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata 
disebabkan karena kehendaknya sendiri. 
(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal 
percobaan dikurangi sepertiga.  
                                                          
1 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Askara, 2005), Bab 
XIX Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, hlm.123. 
2 Ibid.., Bab IV Tentang Percobaan, hlm.25. 
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(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati, atau penjara 
seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 
limabelas tahun. 
(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan 
selesai. 
 
2. Bentuk Sanksi Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan 
Berencana  
 
Jenis sanksi pidana dalam KUHP terdapat dalam Pasal 10 
dimana klasifikasi ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana 
tambahan. Pidana itu ialah:3  
a. Pidana Pokok 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Pidana kurungan 
4. Pidana denda 
5. Pidana tutupan  
b. Pidana Tambahan 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
2. Perampasan barang-barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim 
Berdasarkan klasifikasi sanksi dan aturan hukum diatas, terkait 
percobaan tindak pidana pembunuhan berencana, akan dijatuhkan 
sanksi pidana baik itu pidana pokok dan pidana tambahan. Dimana 
Pidana Pokok dalam Pasal 53 yaitu jenis pidana penjara untuk 
                                                          
3 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.9. 
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kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau penjara seumur 
hidup, akan dijatuhkan pidana penjara paling lama limabelas tahun, 
dimana pasal 340 KUHP terdapat sanksi pidana yaitu pidana mati  
atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling 
lama dua puluh tahun, dengan demikian pidana pokok hanya pidana 
penjara saja sengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sedangkan 
pidana tambahan untuk percobaan sama dengan pidana selesai, hal ini 
sesuai dengan pasal 53 ayat 4 dimana pidana tambahan bagi 
percobaan sama dengan kejahatan selesai yaitu pencabutan hak-hak 
tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman pitusan 
hakim. 
Pasal 340 adalah pasal pembunuhan dengan pemberatan 
pidana dimana pembunuhan sebelum dilaksanakan telah direncanakan 
terlebih dahulu, bahwa perbuatan itu telah dipikir dengan tenang, 
kapan dengan alat apa dan bahaimana pembunuhan akan dilakukan. 
Pembunuhan ini dinamakan moord dan pembunuhan yang 
menggunakan bahan racun hampir semua merupakan moord.4 
Dalam Pasal 53 KUHP dinyatakan, bahwa seseorang dikatan 
mencoba untuk melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata 
dari adanya permlaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan 
itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dapat 
                                                          
4 Suharto RM, Hukum Pidana Materil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.83 
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dipidana sepertiga dari ketentuan pidana yang dilanggar atau yang 
dilakukannya. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima 
belas tahun.5 
Mengenai sebab mengapa undang-undang merumuskan 
tersendiri tentang syarat-syarat untuk dapatnya dipidana pada 
percobaan kejahatan, ialah karena menurut bunyi rumusan semua 
tindak pidana, pembuatnya dipidana apabila tindak pidana itu telah 
selesai diwujudkan, artinya dari perbuatan yang dilakukan si pembuat 
semua unsur tindak pidana telah terpenuhi. Pembentuk undang-undang 
merasa perlu pula membebani tanggung jawab pidana dengan 
mengancam pidana pada si pembuat yang belum sepenuhnya 
mewujudkan tindak pidana secara sempurna sebagaimana yang 
dirumuskan undang-undang.6  
Untuk itu perlulah orang yang telah memenuhi syarat-syarat 
percobaan kejahatan sebagaimana ditentukan undang-undang dibebani 
tanggung jawab dengan memberikan ancaman pidana terhadap si 
pembuatnya, walaupun ancaman pidana lebih ringan daripada jika 
kejahatan itu telah diselesaikannya secara sempurna. Andaikata tidak 
dirumuskan tersendiri (yang bersifat umum) seperti pada pasal 53, 
                                                          
5 Zaeni Asyhadie dkk, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 
144. 
6 Adami Chazawi, Percobaan dan ..., hlm. 3. 
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sudah barang tentu si pembuat yang tidak menyelesaikan tindak pidana 
(kejahatan) tidaklah di pidana.7 
Masalah pemidanaan terhadap perbuatan percobaan diatur 
dalam Pasal 53 KUHP. Menurut ketentuan Pasal tersebut bahwa 
percobaan yang dapat dipidana adalah percobaan terhadap tindak 
pidana yang berbentuk kejahatan, sedangkan percobaan terhadap 
tindak pidana yang berbentuk pelanggaran tidak dipidana.8 
Kejahatan yang bersangkutan diancam pidana mati atau penjara 
seumur hidup seperti halnya yang diatur Pasal 340 KUHP 
(pembunuhan berencana). Terhadap persoalan ini dapat dikemukakan 
bahwa menurut Pasal 53 KUHP, maksimum pidana yang dijatuhkan 
hanya 15 (lima belas) tahun penjara.9  
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut 
KUHP, maksimum pidana pokok untuk percobaan adalah lebih rendah 
daripada apabila kejahatan itu telah selesai seluruhnya.10 Percobaan 
merupakan perluasan pemidanaan, bahwa istilah percobaan bukan 
menentukan bentuk khusus dari tindak pidana  melainkan menentukan 
tentang suatu kelakuan yang ada hubungannya dengan suatu 
                                                          
7 Ibid. 
8  M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), 
hlm. 116. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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perumusan perbuatan pidana, seperti ternyata menurut bunyi pasal 53 
KUHP.11 
Justru dengan menghubungkan/mengkombinasikan suatu pasal 
perbuatan pidana dengan pasal percobaan, baru si pelaku dapat 
dipidana karena kelakuan tersebut. Yang jelas percobaan adalah juga 
merupakan perbuatan pidana setelah mengkombinasikan atau 
menghubungkan percobaan (pasal 53 KUHP) dengan salah satu pasal 
KUHP.12 Juncto, yaitu penunjukkan pasal yang berkaitan dengan pasal 
yang lain.13 Sehingga untuk menentukan sanksi percobaan tindak 
pidana pembunuhan berencana harus menghubungkan/ 
mengkombinasikan atau men juncto kan pasal 340 dengan pasal 53 
KUHP dimana kedua pasal tersebut berkaitan dengan percobaan 
pembunuhan berencana yang mesti di hubungkan. 
B. Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Syari’ah 
Penal Code Order Brunei Darussalam 
 
1. Aturan Hukum Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja 
 
Dalam Syari’ah Penal Code Order, 2013 percobaan tindak 
pidana pembunuhan berencana (qatlul’amd) diatur dalam Pasal 137.14 
                                                          
11 I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, (jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010), 
hlm.163. 
12 Ibid. 
13 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.84. 
14 Kerajaan Negara Brunei Darussalam, Syari’ah Penal Code Order 2013, di unduh dari 
www.agc.gov.bn diakses 1 April 2019  hlm. 1727. 
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“Any person who attempts to commit qatlul-‘amd or attempts 
to cause the commision of qatlul-‘amd is quilty of an offence 
and shall be liable on conviction to a fine not exceeding 
$40,000, imprisonment for a term not exceeding 10 years or 
both.”  
 
Artinya: 
“Setiap orang yang mencoba melakukan qatlul-‘amd atau 
berusaha menyebabkan komisi qatlul-‘amd bersalah atas 
pelanggaran dan akan dikenakan hukuman dengan denda tidak 
melebihi $40.000, penjara dengan hukuman tidak lebih dari 10 
tahun atau keduanya.” 
 
2. Bentuk Sanksi Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja  
 
Sanksi/hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam 
beberapa jenis, hal ini dapat diperinci sebagai berikut: 15 
1. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang 
lainnya empat macam: 
a. Hukuman pokok, yaitu yaitu hukuman yang diterapkan 
secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai 
dengan apa yang telah ditentukan oleh nas. Dalam fiqh 
jinayat hukuman ini disebut sebagai jari>mah h}udu>d. 
b. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai 
pengganti, karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan 
dengan alasan yang syah. Seperti qis}a>s} diganti dengan diyat, 
dan diyat diganti dengan dimaafkan. 
c. Hukuman tambahan, yaitu suatu hukuman yang menyertai 
hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri, 
                                                          
15 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), 
hlm.116. 
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misalnya bagi pelaku qazf, hak persaksian hilang, dan bagi 
pembunuh, hak pewarisan hilang. 
d. Hukuman Pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok 
dengan melalui keputusan hakim tersendiri, misalnya 
pencuri, selain di potong tangan juga diberi tambahan dengan 
dikalungkan tangan dilehernya.  
2. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutus 
perkara, maka ada dua macam yaitu: 
1) Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang 
ditetapkan secara pasti oleh nash, artinya tidak ada batas 
tertinggi dan terendah. Contoh hukum dera bagi pezina 100 
kali atau hukuman dera bagi penuduh zina delapan puluh 
kali. 
2) Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih.16 
3. Dari segi obyeknya hukuman dapat dibagi menjadi tiga 
kelompok. 
a. Hukuman Jasmani, seperti potong tangan, rajam jilid 
b. Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman 
dengan teguran. 
c. Hukuman benda, ganti rugi, diyat, dan penyitaan harta.17 
                                                          
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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Dari klasifikasi dan aturan hukum diatas mengenai percobaan 
jari>mah pembunuhan sengaja maka dapat diketahui bahwa sanksi 
percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja dalam Syari’ah Penal 
Code Order terbagi menjadi dua jenis yaitu hukuman jasmani berupa 
sanksi pidana penjara dan ganti rugi berupa pidana denda sebagai 
pidana pokok dalam perkara percobaan melakukan qatlul ‘amd. 
Dimana pidana penjara tidak lebih dari 10 tahun sebagai batas 
tertinggi hukumannya, pidana denda tidak lebih dari $40.000 sebagai 
batas tertinggi denda sansi tersebut merupakan sanksi yang bersifat 
terbatas sebagai bentuk hukuman ta’zi >r yang termuat dalam Syari’ah 
Penal Code Order Brunei Darussalam. Dimana dalam penjatuhan 
sanksi dalam perkara percobaan qatlul-‘amd atau pembunuhan 
sengaja (berencana) hakim diberikan ruang atau pilihan dalam 
memutus sanksi, baik itu sanksi alternatif, maupun kumulatif. 
Sehingga hakim dapat memutus dengan hukuman yang memiliki 
alternatif untuk dipilih baik itu sanksi pidana penjara tidak lebih dari 
10 tahun saja, atau pidana denda tidak lebih dari $40.000 saja, atu 
menjatuhkan kedua sanksi tersebut secara bersamaan, serta tidak ada 
pidana tambahan dalam pasal tersebut.  
Berdasarkan Syari’ah Penal Code Order Brunei Darussalam 
diatur mengenai percobaan melakukan qatlul-‘amd dimana perkara 
tersebut tidak masuk dalam jari>mah qis}a>s} maupun jari>mah h}udu>d, 
melainkan masuk dalam jari>mah ta’zi >r. Dimana dalam Syari’ah Penal 
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Code Order sudah terdapat aturan khusus mengenai perkara tersebut 
sebagai dasar mengadili perkara percobaan melakukan qatlul-‘amd 
dimana dalam nash dan hadist tidak dijumpai kadar hukuman batas 
terendah dan tertinggi hukuman, sehuingga dalam Syrai’ah Penal 
Code Order Brunei diatur secara spesifik. 
Syari’ah Penal Code Order Brunei Darussalam tersebut diatas 
merupakan adopsi dari unsur-unsur ajaran Islam. Kanun ini meliputi 
bidang yang luas, termasuk di dalamnya adalah hukum pidana (h}udu>d}, 
qis}a>s}, dan ta’zi>’r).18 Hukum Islam ketika menerapkan hukum qis}a>s}, 
dan balas dendam bukanlah pertimbangan semata, melainkan 
menjastifikasi aturan konkrit mengenai nilai-nilai keadilan. Dengan 
kata lain tidak boleh memberikan hukuman melebihi kesalahan 
seseorang. Spriritualitas hukum qis}a>s} diyat sangat memperhatikan 
aspek korban kejahatan, dan yang terpenting tidak memanjakan 
pelaku kejahatan.19 
Menurut aturan Syari’at Islam, untuk jari>mah-jari>mah h}udu>d 
dan qis}a>s}, jari>mah-jari>mah yang selesai tidak boleh dipersamakan 
                                                          
18 Samsudin Aziz, “Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer Studi Materi Muatan Qanun 
Jinayat Aceh dan Brunei Darussaalam”, Jurnal Al-Ahkam, (Cirebon) Vol.24, No.2, 2014, 
hlm.176. 
19 Ibid., hlm. 174. 
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dengan jari>mah-jari>mah yang tidak selesai (percobaan). 20 Aturan 
tersebut berdasarkan hadist Nabi s.a.w. :21 
 ْمِإ ، ُّيِمَلُّسلا ِنَْحَّْرلا ِدْبَع ُوَبأ اَن َث َّدَح َل, ًء  ْصَن ُوَبأَو َداَت َق ُنْب ِر ُّيِلَع انث :َلََاق , َة
 ُدْبَع انث ،ٍليِقَع ِنْب ِدَّمَُمُ ِنْب ِلْضَفْلا ُنْب ِالل   ْب َّمَُمُ ُن ْب ِد َةَيِجَنَ ِن َنََبَْخَأَو ح ،
 ِثِرَاْلْا ِنْب ِدَّمَُمُ ُنْب ُدَْحَْأ ٍرْكَب ُوَبأا َْل َبْصا ُّنِاَه َأ أبنأ , ُهيِقَفْل ُنْب ِدَّمَُمُ ُوب
 َصُح ُنْب ُدَّمَُمُ انث ،َةَيِجَنَ ُنْبا انث ،َناَّيَح ٍْي َْلا  ُّيِحَبْص ُنْب ُرَمُع انث ،  ٍيِلَع 
، ُّيِمَّدَقُمْلا  ِدِيلَوْلا ِهِلاَخ ْنَع ،ٌرَعْسِم انث ْب  َع ِن َّرلا ِدْب ُّنلا ِنَع ،ِنَْحْ  ،ٍيرِشَب ِنْب ِناَمْع
 ِهْيَلَع ُالل ىَّلَص ِالل ُلوُسَر َلَاق :َلَاق اَذَك َو  َّلَس:َم  ْنَم "" َبَرَض   َِور فَِو َِةيا
 " : ِ نِاَه َبْصَْلاا ًّدَح َغَل َب ْنَم  َح ِْيرَغ فِ  ٍد َف َوُه  ُمْلا َنِم ْلاَو " َنيِدَتْع اَذَه ُظوُفْحَم
 ٌلَسْرُم ُثيَِدْلْا  )١٧٥٨٤( 
 “Dari Abu Abd al-Rahman al-Sulami, dan Abu Nasr ibn 
Qatada berkata:  Dari Ali bin al-Fadl bin Muhammad bin Aqil, 
Abdullah bin Muhammad bin Najia, dan Abu Bakar Ahmad 
bin Muhammad bin Harits al-Asbahani Faqih, Abu 
Muhammad ibn Hayyan, Ibn Najia, Thana Muhammad ibn 
Husain al-Asbahi, 'Umar bin Ali al-Muqaddami, Dari Khalih 
Al-Waleed ibn' Abd al-Rahman, Dari  al-Nu'man ibn Bashiir 
berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang mencapai 
hukuman h}ad bukan pada jarimah h}udu>d (yang lengkap) maka 
dia termasuk orang yang menyeleweng.” (HR.Al-Bayhaqi, Al-
Sunan al-Kubra No.17584) 
Aturan tersebut berlaku untuk jari>mah-jari>mah h}udu>d dan 
qis}a>s}, dan qis}a>s} juga termasuk juga h}udu>d, karena hukuman tersebut 
sudah pula ditentukan pula jumlahya.  
Sudah barang tentu perbedaan antara percobaan melakukan 
suatu jari>mah dengan jari>mah itu sendiri masih jauh, dan oleh karena 
itu sudah sepantasnya kalau pembuat dijatuhi hukuman sesuai dengan 
                                                          
20 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam ..., hlm.51 
21 Abu Bakr al-Bayhaqi>, M. Abdul Qa>dir ‘Atha>  “Al-Sunan al-Kubra>”, Cet. Ke-3, Vol.8, 
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 576. 
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besarnya perbuatan. Apabila mempersamakan hukuman antara 
percobaan jari>mah dengan jari>mah yang selesai, akan mendorong 
pembuat suatu jari>mah untuk menyelesaikannya sekali, sebab ia akan 
merasa bahwa dirinya sudah berhak akan hukum lengkap dengan 
mulainya perbuatan, oleh karena itu ia tidak perlu mengurungkan 
perbuatannya itu (percobaannya).22 
Meskipun demikian, kita dapat mempersamakan percobaan 
melakukan jari>mah ta’zi >r kepada percobaan melakukan jari>mah h}udu>d 
dan qis}a>s}. Oleh karena itu, aturan tersebut diatas yakni tidak adanya 
persamaan hukuman antara jari>mah percobaan dengan jari>mah 
lengkap, berlaku pula atas jari>mah-jari>mah ta’zi >r.23  
Percobaan Melakukan Jarimah merupakan larangan menurut 
Syara’ karena nyawa sangat berharga dan hak hidup melekat pada 
setiap manusia dalam hal ini ketentuan mengenai larangan membunuh 
diatur dalam Al Qur’an surat Al Isra ayat 33:  
 ِإ َُّللَّٱ َمَّرَح ِتَِّلٱ َسْفَّ نلٱ ْاوُل ُتْق َت َلََو َّلَ ِب  َو  ِقَلْٱ وُلْظَم َلُِتق نَم َعَج ْدَق َف ًام ِه ِِيلَوِل اَنْل
 َناَك ُهَّنِإ ِلْتَقْلٱ ِفِ فِرْسُي َلَف ًنََاطْلُس َم ْن ًاروُص ﴿٣٣﴾ 
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuh) nya melainkan dengan alasan yang benar”.24 
                                                          
22 Makhrus Munajat, Hukum Pidana ..., hlm.51 
23 Ibid. 
24 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: PT Karya Toha, 
2002), Al Isra: 33. 
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Berkaitan dengan pembunuhan yang diancam dengan ta’zi >r 
adalah percobaan pembunuhan apabila percobaan tersebut dapat 
dikategorikan kepada maksiat. Seperti orang mau meracun orang lain 
tetapi ternyata orang tersebut tidak mati akibat kekebalan pada 
tubuhnya. Maka perbuatan orang tersebut tidak bisa dikenakan hukum 
qisash melainkan hukum ta’zi >r. Karena sikap ini masuk pada kriteria 
asy-syuru fi al-jari>mah al-mustahilah.25 
Sesuai dengan pendirian syara>, maka pada perstiwa 
penganiayaan untuk membunuh, apabila penganiayaan itu berakibat 
kematian, maka perbuatan itu dianggap pembunuhan sengaja. Kalau 
korban dapat sembuh, maka perbuatan tersebut dianggap penganiayaan 
saja dengan hukumannya yang khusus. Akan tetapi kalau pembuat 
kehendak membunuh korbannya, kemudian tidak mengenai 
sasarannya, maka perbuatan itu disebut ma’siat, dan hukumannya 
adalah ta’zi >r.26 
 
                                                          
25 Makhrus Munajat, Hukum Pidana ..., hlm.190. 
26 Ibid., hlm. 44. 
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BAB IV 
ANALISIS DATA 
 
A. Analisis Sanksi Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Syari’ah Penal Code 
Order Brunei Darussalam 
 
1. Analisis Sanksi Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan 
Sengaja/Berencana dalam KUHP 
 
a. Legalitas aturan hukum 
Percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja/berencana dalam 
KUHP diatur dalam Pasal 340 jo Pasal 53 KUHP. Dengan men juncto 
kan  suatu pasal pidana dengan pasal percobaan, maka baru si pelaku 
dapat dikenakan sanksi pidana karena perbuatan tersebut. Percobaan juga 
merupakan tindak pidana setelah mengkombinasikan atau 
menghubungkan Pasal 340 KUHP dengan salah satu pasal KUHP dalam 
hal ini Pasal 53 KUHP.  
Aturan tersebut yang menjadi dasar penetapan sanksi percobaan 
tindak pidana pembunuhan sengaja/berencana dalam mengadili perkara 
yang ada dengan uraian sebagai berikut: 
Pembunuhan sengaja/berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 
340 yang berbunyi: 
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan 
rencana, dengan pidana mati  atau pidana penjara seumur hidup, atau 
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.1 
 
                                                          
1 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Askara, 2005), Bab 
XIX Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, hlm.123. 
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Penjelasan mengenai pasal tersebut diatas yaitu bahwa nyawa 
seseorang dalam hal ini dilindungi dalam undang-undang. Karena setiap 
orang memiliki hak yang sama yaitu hak hidup. Dimana setiap orang 
akan dikenai sanksi pidana jika melanggar ketentuan hukum yang 
berlaku. Apabila dengan sengaja atau berniat dengan sadar dan 
merencanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain. 
Dimana unsur subyektif barangsiapa, sengaja dan berencana telah 
terpenuhi kemudian unsur obyektif perbuatan menghilangkan nyawa 
orang lain ada maka pasal tersebut dapat dikenakan kepada pelaku. 
Pada Pasal 53 terdapat 4 ayat yang berbunyi sebagai berikut: 
(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah 
ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya 
pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena 
kehendaknya sendiri. 2 
 
Penjelasan mengenai ayat (1) ini bahwa Percobaan 
melakukan kejahatan atau tindak pidana akan diberikan sanksi 
pidana. Apabila sudah ada niat untuk melakukan, adanya awalan 
permulaan perbuatan, namun perbuatan tersebut tidak selesai buakn 
semata-mata disebabkan karena kemauan sendiri atau faktor 
eksternal. 
(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan 
dikurangi sepertiga.  
 
Dalam hal percobaan tindak pidana seperti dijelaskan dalam 
ayat (1) maka sanksi pidana pokok pada suatu pasal yang berkaitan 
                                                          
2 Ibid.., Bab IV Tentang Percobaan, hlm.25. 
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dikurangi sepertiga pada sanksi yang akan dijatuhkan. Maka 
berbeda dengan sanksi pidana pada tindak pidana yang selesai atau 
bukan percobaan. 
(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati, atau penjara seumur 
hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama limabelas tahun. 
 
Dalam hal percobaan pada ayat (3) ini maka percobaan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara 
seumur hidup maka akan dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 
tahun penjara. Hal ini berbeda dengan ketentuan pada ayat (2) 
dimana pada ayat tersebut tindak pidana umum yang hukumannya 
buakan pidana mati atau penjara seumur hidup. 
(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. 
 
Dalam hal pidana tambahan pada ayat (4) tersebut maka 
pidana tambahan yang akan dijatuhkan pada percobaan tindak 
pidana sama dengan pidan tambahan pada kejahatan yang selesai 
baik itu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang 
tertentu, maupun pengumuman putusan hakim. 
b. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang 
lainnya 
Berdasarkan Pasal 340 jo Pasal 53 KUHP maka terdapat dua 
sanksi pidana, antara lain: 
1) Pidana Pokok 
 Dapat diketahui bahwa menurut aturan tersebut di atas pidana pokok 
dalam Pasal 53 ayat 2 yaitu maksimum pidana pokok terhadap 
82 
 
kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Sedangkan 
dalam Pasal 53 ayat 3 jika kejahatan diancam dengan pidana mati, 
atau penjara seumur hidup dimana ayat 3 ini relevan dengan 
ketentuan pidana dalam Pasal 340 KUHP yang diancam dengan 
pidana mati  atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu 
tertentu paling lama dua puluh tahun. Sehingga pidana pokok yang 
mungkin dijatuhkan yaitu pidana penjara paling lama limabelas 
tahun. Maksimum pidana pokok untuk percobaan lebih rendah 
daripada apabila kejahatan itu selesai sempurna.  
2) Pidana Tambahan 
Sesuai dengan Pasal 53 ayat 4 maka pidana tambahan bagi 
percobaan sama dengan kejahatan selesai. Dimana pidana tambahan 
dalam KUHP antara lain yaitu pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan 
hakim. 
c. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutus perkara 
1) Hukuman bersifat terbatas 
Dalam percobaan tindak pidana pembunuhan 
sengaja/berencana, maka menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) KUHP 
pidana yang dapat dijatuhkan adalah maksimum pidana untuk 
kejahatan yang bersangkutan dikurangi sepertiga. Sedangkan Pasal 
340 KUHP memiliki ancaman maksimal pidana mati atau penjara 
seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh 
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tahun, maka menurut ketentuan Pasal 53 ayat (3) dalam hal 
kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur 
hidup maka maksimum pidana yang dijatuhkan hanya 15 (lima 
belas) tahun penjara. Sehingga dalam penjatuhan hukuman dalam 
aturan hukum tersebut di atas memiliki batas tertinggi atau batas 
maksimum. 
d. Hukuman dilihat dari segi obyeknya 
1) Hukuman Jasmani/ Badan 
Pasal 53 jo Pasal 340 KUHP memiliki jenis hukuman yang berupa 
hukuman badan. Dimana dalam ketentuan Pasal 53 ayat 3 jika 
kejahatan diancam dengan pidana mati, atau penjara seumur hidup, 
dijatuhkan pidana penjara paling lama limabelas tahun yang sesuai 
dengan ancaman pidana dalam Pasal 340 KUHP. Maka pidana 
penjara merupakan bentuk hukuman badan 
2) Hukuman Perampasan barang-barang tertentu 
Hakim dapat memberikan hukuman tambahan  yaitu berupa 
perampasan barang-barang tertentu sebagai hukuman tambahan 
sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP baik itu perampasan barang bukti 
atau barang berharga yang berkaitan dengan peristiwa kasus 
percobaan melakukan tindak pidana. 
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2. Analisis Sanksi Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja dalam 
Syari’ah Penal Code Order 
 
a. Legalitas aturan hukum 
 
Percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja (qatlul’amd) dalam 
Syari’ah Penal Code Order Brunei Darussalam diatur dalam satu pasal 
yang spesifik. Aturan tersebut yang menjadi dasar penetapan sanksi 
percobaan tindak pidana pembunuhan berencana dalam mengadili 
perkara yang ada dengan uraian sebagai berikut: 
Dalam Kanun Jenayah Syariah 2013 (Syari’ah Penal Code Order, 
2013) percobaan tindak pidana pembunuhan berencana (qatlul’amd) 
diatur dalam Pasal 137 yang berbunyi sebagai berikut. 
“Any person who attempts to commit qatlul-‘amd or attempts to cause the 
commision of qatlul-‘amd is quilty of an offence and shall be liable on 
conviction to a fine not exceeding $40,000, imprisonment for a term not 
exceeding 10 years or both.” 3 
 
Artinya: 
“Setiap orang yang mencoba melakukan qatlul-‘amd atau berusaha 
menyebabkan komisi qatlul-‘amd bersalah atas pelanggaran dan akan 
dikenakan hukuman dengan denda tidak melebihi $40.000, penjara 
dengan hukuman tidak lebih dari 10 tahun atau keduanya.” 
 
Penjelasan mengenai Pasal di atas  bahwa dalam Kanun Jenayah 
Syari’ah juga mengatur secara khusus terhadap percobaan melakukan 
jarimah pembunuhan berncana (qatlul’amd) karena dalam hukum Islam 
membunuh merupakan larangan. Sesuai dengan ketentuan Qs.Al Isra 
ayat 33 seperti yang  telah dibahas dalam bab sebelumnya. Maka 
percobaan melakukan jarimah pembunuhan berencana (qatlul’amd) pada 
                                                          
3 Kerajaan Negara Brunei Darussalam, Syari’ah Penal Code Order 2013, di unduh dari 
www.agc.gov.bn diakses 1 April 2019  hlm. 1727. 
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Kanun ini tberbeda dengan jarimah pembunuhan berencana yang selesai 
dan tidak dikenakan hukuman qisash melainkan hukuman ta’zir yang 
dikenakan. Adapun penjelasan unsur-unsur didalamya yaitu. 
 
1) Any person “Setiap orang” 
Yaitu subyek hukum, dimana pelaku adalah mukalla>f, dan berakal 
sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
2) Attempts to commit qatlul-‘amd or attempts to cause the commision 
of qatlul-‘amd “Mencoba melakukan qatlul-‘amd atau menyebabkan 
qatlul-‘amd” 
Dimana seseorang melakukan percobaan jari>mah dengan 
adanya niat, adanya permulaan perbuatan jari>mah, perbuatan jari>mah 
tidak selesai karena adanya faktor eksternal. Menyebabkan qatlul-
‘amd yaitu bersekongkol atau menyuruh oranglain sehingga 
menyebabkan percobaan melakukan qatlul-‘amd. Dimana 
qatlul’amd merupakan pembunuhan sengaja berencana dimana 
nyawa orang lain merupakan obyeknya yang dilakukan oleh pelaku 
yang mukalla>f dengan adanya niat dan rencana terlebih dahulu 
kepada orang yang darahnya dilindungi dan dengan alat yang pada 
umumnya dapat menyebabkan kematian. 
Dari aturan hukum diatas mengenai percobaan jari>mah 
pembunuhan berencana maka dapat diketahui bahwa berdasarkan Kanun 
Jenayah Syari’ah Brunei Darussalam diatur mengenai percobaan 
melakukan qatlul-‘amd dimana perkara tersebut tidak masuk dalam 
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jari>mah qis}a>s} maupun jari>mah h}udu>d, melainkan masuk dalam jari>mah 
ta’zi >r. Dimana dalam Kanun Jenayah Syari’ah sudah terdapat aturan 
khusus mengenai perkara tersebut sebagai dasar mengadili perkara 
percobaan melakukan qatlul-‘amd dimana dalam nash dan hadist tidak 
dijumpai kadar hukuman batas terendah dan tertinggi hukuman, 
sehuingga dalam Kanun Jenayah Syrai’ah Brunei diatur secara spesifik. 
b. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang 
lainnya 
 
1) Hukuman Pokok 
Berdasarkan ketentuan Pasal 137 Syari’ah Penal Code Order 
Brunei Darussalam maka hukuman pokok yang dapat dijatuhkan 
untuk percobaan melakukan pembunuhan sengaja/ qatlul ‘amd yaitu 
hukuman dengan denda tidak melebihi $40.000, penjara dengan 
hukuman tidak lebih dari 10 tahun atau keduanya. “shall be liable on 
conviction to a fine not exceeding $40,000, imprisonment for a term 
not exceeding 10 years or both”. Maka hukuman pokok untuk 
percobaan melakukan pembunuhan sengaja/berencana yaitu pidana 
denda dan atau pidana penjara.  
Pembunuhan yang diancam dengan ta’zi >r adalah percobaan 
pembunuhan apabila percobaan tersebut dapat dikategorikan kepada 
maksiat. Seperti orang mau meracun orang lain tetapi ternyata orang 
tersebut tidak mati akibat kekebalan tubuhnya baik. Maka perbuatan 
orang tersebut tidak bisa dikenakan hukum qisash melainkan hukum 
ta’zi >r. Perstiwa penganiayaan untuk membunuh, apabila penganiayaan 
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itu akan berakibat kematian, maka termasuk pembunuhan sengaja. 
Akan tetapi apabila pelaku hendak membunuh korbannya, namun 
tidak mengenai sasarannya, maka perbuatan itu termasuk ma’siat, dan 
hukumannya adalah ta’zi >r. 
Dengan demikian, sanksi percobaan tindak pidana 
pembunuhan berencana dikenakan hukuman pada jari>mah ta’zi >r.  
Hukuman dalam jari>mah ta’zi >r tidak ditentuka ukurannya atau 
kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi 
diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian 
Syar’i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-
bentuk dan hukuman pada pelaku jari>mah, dalam hal ini Kanun 
Jenayah Syari’ah telah menetapkan kadar atau batas tertinggi dan 
terendah sanksi atau ‘uqu>bah percobaan pembunuhan berencana 
(qatlul’amd) sebagai acuan hakim dalam menjatuhkan hukuman 
ta’zi >r. 
Adapun bentuk hukuman atau jenis hukuman dalam jari>mah 
ta’zi >r dibagi menjadi beberapa jenis seperti, hukuman mati, cambuk, 
penjara, denda, pengasingan dan lain sebagainya. Dimana hukuman 
dalam ta’zi >r terdapat berbagai macam alternatif hukuman dalam 
penjatuhan sanksi.  
2) Hukuman tambahan tidak ada dalam pasal 137 Syari’ah Penal Code 
Order. Sehingga hanya ada hukuman pokok saja yang dapat 
dijatuhkan. 
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c. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutus perkara 
 
1) Hukuman bersifat terbatas 
Hukuman bagi pelaku percobaan jari>mah pembunuhan sengaja 
(qatlul’amd) menurut Pasal 137 syari’ah Penal Code Order akan 
dikenakan hukuman dengan denda tidak melebihi $40.000, penjara 
dengan hukuman tidak lebih dari 10 tahun atau keduanya. Sehingga 
hukuman dalam pasal ini bersifat terbats, dengan ketentuan batas 
tertinggi atau maksimum. 
2) Hukuman memiliki alternatif untuk dipilih. 
Dalam memutuskan sanksi (‘uqu>bah) bagi pelaku percobaan 
tindak pidana pembunuhan sengaja (qatlul-‘amd) hakim memiliki 
ruang yang lebih luas untuk menentukan sanksi (‘uqu>bah)   karena 
pada pasal 137 Syari’ah Penal Code Order hukumannya bisa bersifat 
alternatif kumulatif. Dimana hakim dapat menentukan sanksi 
(‘uqu>bah) antara hukuman denda yang tidak lebih dari $40.000, 
pidana penjara tidak lebih dari 10 tahun atau keduanya. Menurut 
penulis dalam Syari’ah Penal Code Order Brunei Darussalam 
terdapat hal yang menarik karena hakim dapat menjatuhkan sanksi 
sesuai jarimah yang dilakukan pelaku percobaan tindak pidana 
pembunuhan berencana sesuai rasa keadilan dengan luasnya ruang 
yang diberikan dalam jari>mah ta’zi >r dalam penjatuhan sanksi 
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diamana hakim dapat memilih ‘uqu>bah baik itu penjara, denda atau 
keduanya. 
d. Hukuman dilihat dari segi obyeknya 
 
1) Hukuman Jasmani/ Badan 
Sanksi percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja dalam 
Syari’ah Penal Code Order Pasal 137 terdapat jenis hukuman 
jasmani/badan yaitu sanksi pidana penjara. Dimana pidana penjara 
tidak lebih dari 10 tahun sebagai batas tertinggi hukumannya, 
Dimana dalam penjatuhan sanksi dalam perkara percobaan qatlul-
‘amd atau pembunuhan sengaja (berencana) pidana penjara 
merupakan hukuman jasmani untuk membatsi pergerakan si pelaku 
kejahatan.  
2) Hukuman Ganti Rugi 
Dalam Pasal 137 Syari’ah Penal Code Order Brunei 
Darussalam terdapat ancaman pidana denda tidak lebih dari $40.000 
yang senilai dengan Rp.411.989.143,- sebagai batas tertinggi denda. 
Hukuman ini merupakan hukuman ganti rugi bagi korban kejahatan 
sebagai bentuk hukuman ta’zi >r yang secara langsung termuat dalam 
bunyi Pasal 137 Syari’ah Penal Code Order Brunei Darussalam. 
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B. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan 
Sengaja Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan 
Syai’ah Penal Code Order Brunei Darussalam. 
 
1. Persamaan Sanksi Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Syari’ah 
Penal Code Order Brunei Darussalam. 
 
Adapun persamaan-persamaan mengenai sanksi percobaan tindak 
pidana pembunuhan berencana menurut KUHP Indonesia dan Syari’ah  Penal 
Code Order Brunei Darussalam yaitu: 
a. Dalam KUHP dan Syari’ah Penal Code Order sama-sama mengatur 
mengenai percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja/berencana dan 
terdapat sanksi pidana didalamnya. Pada pembunuhan sengaja dalam 
KUHP dan Syari’ah Penal  Code Order juga diatur mengenai sanksi atau 
‘uqu>bah nya dengan ancaman hukuman pidana, percobaan tindak pidana 
pembunuhan sengaja kedua hukum juga sama-sama memiliki aturan 
khusus walaupun substansinya berbeda sebagai legalitas dalam mengadili 
perkara. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana dan 
hukum pidana Islam. Dalam KUHP asas legalitas tercantum dalam Pasal 
1 ayat 1 KUHP. Kalau kata-kata yang asli dalam Bahasa Belanda disalin 
kedalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka akan berbunyi, “Tiada 
suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selainberdasarkan kekuatan 
ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.  
Sama halnya dengan hukum Syari’ah Penal Code Order yang 
merupakan implementasi dari hukum pidana Islam dimana asas legalitas 
secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat 
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yang menunjukkan asaslegalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan 
hukuman bagi umat manusia dan tidak akan meminta 
pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan 
pemberitahuan melalui rasul–rasul-Nya. Demikian juga kewajiban yang 
harus diemban oleh manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan 
kemampuan yang dimiliki, yakni taklif atau beban yang sanggup 
dikerjakan. Dasar asas legalitas dalam Islam adalah sebagai berikut: 
Al Qur’an dalam surat al-Isra ayat 15 
 الوُسَر َثَع ْ ب َن َّٰتََّح َينِّبِّ ذَعُم اَّنُك اَمَو﴿١٥﴾ 
“Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami 
mengutusseorang Rasul”.4 
 
Berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam ayat al-
Qur’an tersebut diatas kemuadian para fuqaha> merumuskan kaidah 
hukum Islam yang diambil dari substansi ayat-ayat tersebut diatas, 
seperti berikut ini: 
صنل با لا ةبوقع لو ةيمرج ل 
Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya 
nas. 
b. Dalam KUHP dan Syari’ah Penal Code Order jika hukuman dilihat dari 
kewenangan hakim dalam memutus perkara hukuman sama-sama 
bersifat terbatas.  Dimana kedua aturan hukum tersebut menetapkan 
                                                          
4Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Pt. Karya Toha, 2002), 
Al Isra: 15. 
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batas hukuman tertinggi/ maksimum. Menurut ketentuan Pasal 340 jo 
Pasal 53 ayat (3) KUHP dalam hal kejahatan yang diancam dengan 
pidana mati atau penjara seumur hidup maka maksimum pidana yang 
dijatuhkan hanya 15 (lima belas) tahun penjara. Sedangkan menurut 
Pasal 137 syari’ah Penal Code Order Hukuman bagi pelaku percobaan 
jari>mah pembunuhan sengaja (qatlul’amd) akan dikenakan hukuman 
dengan denda tidak melebihi $40.000, penjara dengan hukuman tidak 
lebih dari 10 tahun atau keduanya. Sehingga ketentuan batas tertinggi 
yang dikenakan dalam kedua aturan hukum tersebut.  
c. Dalam KUHP dan Syari’ah Penal Code Order jika hukuman dilihat dari 
obyeknya dalam pemidanaan percobaan tindak pidana pembunuhan 
sengaja dengan jenis hukuman yang sama yaitu hukuman jasmani/ badan, 
dimana kedua aturan hukum tersebut menetapkan jenis pidana penjara. 
Dalam Syrai’ah Penal Code Order Brunei Darussalam sanksi atau 
‘uqu>bah percobaan jari>mah pembunuhan berencana diancam dengan 
hukuman  ta’zi>r dimana salah satu hukuman ta’zi >r yaitu hukuman 
penjara. Sesuai dengan Pasal 137 Kanun Jenayah Syari’ah Brunei 
Darussalam terhadap percobaan melakukan pembunuhan sengaja 
(berencana) qatlul-‘amd diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 
10 tahun. 
Sedangkan dalam hukum positif dalam hal pemidanaan terhadap 
percobaan tindak pidana pembunuhan berencana dengan jenis pidana 
pinjara sesuai Pasal 53 ayat (2) dan (3) pidana pokok dikurangi sepertiga 
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dan jika kejahatan diancam dengan pidana mati, atau penjara seumur 
hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama limabelas tahun, sehingga 
percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja/berencana dengan aturan 
dasar Pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal pidana mati atu 
penjara seumur hidup menjadi pidana penjara paling lama 15 tahun. 
Sehingga kedua aturan hukum tersebut mempunyai kesamaan pada jenis 
pidana yang dijatuhkan jika hukuman dilihat dari obyeknya. 
2. Perbedaan Sanksi Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Syari’ah 
Penal Code Order Brunei Darussalam 
 
Adapun perbedaan-perbedaan mengenai sanksi percobaan tindak 
pidana pebunuhan berencana menurut KUHP dan Syari’ah Penal Code Order 
yaitu: 
a. Dalam penjatuhan sanksi percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja 
Indonesia dan Brunei Darusslam menggunakan dasar hukum atau aturan 
yang berbeda dalam penjatuhan sanksi atau ‘uqu>bah pada percobaan 
tindak pidana pembunuhan sengaja. Dimana Brunei Darussalam 
didasarkan pada Syari’ah Penal Code Order, 2013. Percobaan tindak 
pidana pembunuhan sengaja (qatlul’amd) dalam Syari’ah Penal Code 
Order Brunei Darussalam diatur dalam satu pasal yang spesifik pada Pasal 
137. 
Sedangkan Indonesia menggunakan dasar aturan hukum dalam 
KUHP. Mengenai sanksi percobaan tindak pidana pembunuhan 
sengaja/berencana didasarkan pada Pasal 340 jo Pasal 53 KUHP. Dengan 
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men juncto kan  suatu pasal pidana dengan pasal percobaan, maka baru si 
pelaku dapat dikenakan sanksi pidana karena perbuatan tersebut. 
Dikarenakan pembunuhan berencana diancam dengan hukuman mati atau 
penjara seumur hidup, maka percobaan tindak pidana pembunuhan 
berencana mengacu pada ketentuan ayat (3) yang berbunyi: “Jika 
kejahatan diancam dengan pidana mati, atau penjara seumur hidup, 
dijatuhkan pidana penjara paling lama limabelas tahun”. 
Dimana dalam Syari’ah Penal Code Order menuerut hukum pidana 
Islam didasarkan pada aturan dalam al-Qura’an dan Hadist sebagai dasar 
menentukan sanksi pidana percobaan melakukan jari>mah pembunuhan 
sengaja dengan satu pasal saja yaitu pasal 137 Syari’ah Penal Code Order. 
Sedangkan dalam KUHP Indonesia aturan mengenai sanksi percobaan 
tindak pidana pembunuhan sengaja/berencana didasarkan pada dua pasal 
yang di juncto kan yaitu Pasal 340 jo Pasal 53 KUHP. Dalam memahami 
unsur-unsur pidana dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan 
sengaja/berencana terdapat unsur unsur pidana  yang terbagi dalam dua 
pasal yang di juncto kan. Sedangkan Dalam Syari’ah Penal Code Order 
terdapat unsur-unsur pidana dalam  satu pasal saja yaitu pasal 137 tentang 
percobaan pembunuhan sengaja (qatlul-‘amd). 
b. Dalam KUHP dan Syari’ah Penal Code Order jika hukuman dilihat dari 
bertalian satu dengan yang lain terdapat perbedaan pada kuantitas 
hukuman pokoknya. Dimana dalam KUHP berdasarkan uraian dalam pasal 
340 jo 53 KUHP, terkait percobaan tindak pidana pembunuhan berencana, 
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maka apabila kejahatan yang bersangkutan diancam pidana mati atau 
penjara seumur hidup seperti halnya yang diatur Pasal 340 KUHP. 
Terhadap persoalan ini dapat dikemukakan bahwa menurut ayat Pasal 53 
ayat (2) dan (3), maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga dimana 
Pasal 340 KUHP ancaman pidananya maksimal hukuman mati atau 
penjara seumur hidup maka yang dijatuhkan hanya 15 (limabelas) tahun 
penjara sesuai dengan ketentuan ayat (3) tersebut. 
Sedangkan dalam Syari’ah Penal Code Order hukuman bagi pelaku 
percobaan melakukan pembunuhan sengaja akan dikenakan hukuman 
dengan denda tidak melebihi $40.000, penjara dengan hukuman tidak lebih 
dari 10 tahun atau keduanya. 
Dalam KUHP dan Syari’ah Penal Code Order juga terdapat 
perbedaan dimana dalam KUHP percobaan tindak pidana pembunuhan 
sengaja/berencana terdapat ketentuan pidana tambahan yang termuat 
dalam Pasal 53 ayat 4 yaitu pidana tambahan bagi percobaan sama dengan 
kejahatan selesai baik itu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan 
barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan 
dalam Syari’ah Penal Code Order tidak terdapat hukuman tambahan pada 
Pasal 137, sehingga terdapat hukuman pokok saja. 
c. Dalam KUHP dan Syari’ah Penal Code Order jika hukuman dilihat dari 
kewenangan hakim dalam memutus perkara maka terdapat perbedaan pada 
pilihan alternatif penjatuhan hukuman dalam hukuman pokok pada kedua 
aturan tersebut. Dalam Syari’ah Penal Code Order hukuman bagi pelaku 
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percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja (qatlul-‘amd) hakim 
memiliki pilihan untuk menentukan sanksi (‘uqu>bah) karena pada Pasal 
137 Syari’ah Penal Code Order hukumannya bisa bersifat alternatif 
kumulatif. Terlihat pada bunyi pasal “Setiap orang yang mencoba 
melakukan qatlul-‘amd atau berusaha menyebabkan komisi qatlul-‘amd 
bersalah atas pelanggaran dan akan dikenakan hukuman dengan denda 
tidak melebihi $40.000, penjara dengan hukuman tidak lebih dari 10 tahun 
atau keduanya.”. Dimana hakim dapat menentukan sanksi atau (‘uqu>bah) 
antara hukuman denda yang tidak lebih dari $40.000, pidana penjara tidak 
lebih dari 10 tahun atau keduanya.  
Sedangkan dalam KUHP, hakim hanya bisa memutuskan sanksi 
atau hukuman bagi pelaku percobaan tindak pidana pembunuhan berencan 
dengan hukuman tunggal, yaitu pidana penjara saja. Sesuai pasal 340 jo 
pasal 53 dimana kedua pasal yang di juncto kan tersebut memiliki 
ketentuan pidana dengan jenis pidana penjara saja dan hukumanya bersifat 
tunggal. 
d. Dalam hukum KUHP dan Syari’ah Penal Code Order jika hukuman dilihat 
dari obyeknya maka terdapat perbedaan hukuman pada pemidanaan 
percobaan tindak pidana pembunuhan berencana. Dimana dalam Syari’ah 
Penal Code Order dalam Pasal 137 Syari’ah Penal Code Order Brunei 
Darussalam terdapat ancaman pidana denda tidak lebih dari $40.000. 
Hukuman ini merupakan hukuman ganti rugi bagi korban kejahatan. 
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Sedangkan dalam KUHP tidak terdapat hukuman ganti rugi melainkan 
pidana penjara sebagai hukuman jasmani/badan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja/berencana dalam KUHP 
Indonesia didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 340 jo Pasal 53 KUHP. 
Dimana Pasal 53 ayat (2) dan (3) KUHP terdapat ketentuan hukuman pokok 
dikurangi sepertiga atau jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau 
penjara seumur hidup maka akan dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 
tahun. Percobaan tindak pidana pembunuhan berencana dalam Syari’ah Penal 
Code Order Brunei Darussalam telah diatur secara khusus terkait sanksi 
percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja (qatlul-‘amd) dalam pasal 137 
sebagai bentuk hukuman ta’zi>r yang ditetapkan penguasa dalam hal ini 
Kerajaan Negara Brunei Darussalam berdasarkan syari>’at Islam. Ancaman 
hukuman pada perkara percobaan qatlul-‘amd yaitu pidana denda tidak 
melebihi $40.000. atau pidana penjara tidak lebih dari 10 tahun atau 
keduanya.  
2. Adapun persamaan dan perbedaannya sebagai berikut. Persamaan-
persamaanya yaitu dalam KUHP dan Syari’ah Penal Code Order sama-sama 
mengatur mengenai percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja/berencana 
dan terdapat sanksi pidana didalamnya. Pada pembunuhan sengaja dalam 
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KUHP dan Syari’ah Penal  Code Order juga diatur mengenai sanksi atau 
‘uqu>bah nya dengan ancaman hukuman pidana, percobaan tindak pidana 
pembunuhan sengaja kedua hukum juga sama-sama memiliki aturan khusus 
yang sesuai dengan asas legalitas. Dalam KUHP dan Syari’ah Penal Code 
Order jika hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutus perkara 
hukuman sama-sama bersifat terbatas. Dalam KUHP dan Syari’ah Penal 
Code Order jika hukuman dilihat dari obyeknya dalam pemidanaan percobaan 
tindak pidana pembunuhan sengaja dengan jenis hukuman yang sama yaitu 
hukuman jasmani/ badan, dimana kedua aturan hukum tersebut menetapkan 
jenis pidana penjara.  
Sedangkan perbedaan-perbedaannya yaitu dalam penjatuhan sanksi 
percobaan tindak pidana pembunuhan sengaja Indonesia dan Brunei 
Darusslam menggunakan dasar hukum atau aturan yang berbeda dalam 
penjatuhan sanksi atau ‘uqu>bah pada percobaan tindak pidana pembunuhan 
sengaja. Dimana Brunei Darussalam didasarkan pada Syari’ah Penal Code 
Order Brunei Darussalam diatur dalam satu pasal yang spesifik pada Pasal 
137. Sedangkan Indonesia menggunakan dasar aturan hukum dalam KUHP 
Indonesia mengenai sanksi percobaan tindak pidana pembunuhan 
sengaja/berencana didasarkan pada Pasal 340 jo Pasal 53 KUHP. Dengan 
men juncto kan  suatu pasal pidana dengan pasal percobaan, maka baru si 
pelaku dapat dikenakan sanksi pidana karena perbuatan tersebut. Dalam 
KUHP dan Syari’ah Penal Code Order jika hukuman dilihat dari bertalian 
satu dengan yang lain terdapat perbedaan pada kuantitas hukuman pokoknya. 
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Dalam KUHP dan Syari’ah Penal Code Order jika hukuman dilihat dari 
kewenangan hakim dalam memutus perkara maka terdapat perbedaan pada 
pilihan alternatif penjatuhan hukuman dalam hukuman pokok pada kedua 
aturan tersebut. Dalam hukum KUHP dan Syari’ah Penal Code Order jika 
hukuman dilihat dari obyeknya maka terdapat perbedaan hukuman pada 
pemidanaan percobaan tindak pidana pembunuhan berencana. Dimana KUHP 
tidak terdapat hukuman ganti rugi pada perkara percobaan pembunuhan 
sengaja/berencana sedangkan Syari’ah Penal Code Order terdapat hukuman 
gantirugi berupa denda tidak lebih dari $40.000. 
 
B. SARAN-SARAN 
Dalam ketentuan sanksi percobaan tindak pidana pembunuhan berencana 
hendaknya terdapat alternatif hukuman seperti halnya berbagai macam alternatif 
hukuman dalam jari>mah ta’zi >r sehingga pelaku percobaan tindak pidana pada 
umumnya dan pelaku percobaan tindak pidana pembunuhan berencana dapat 
dijatuhi sanksi yang sifatnya tidak hanya pembalasan melainkan juga 
memperbaiki atau merehabilitasi pelaku agar dikemudian hari tindak mengulangi 
perbuatannya.  
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